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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penataan
fasilitas umum di tanjung bunga berdasarkan zonasi peruntukan lahannya
dan apakah fasilitas umum di dalam wilayah tanjung bunga cukup
memadai untuk mewujudkan kota mandiri.
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah tanjung bunga kota Makassar
khususnya di PT GMTD Tbk selaku pengembang. Teknik pengumpulan
data adalah wawancara dengan pihak PT GMTD Tbk, kuisioner dengan
responden warga tanjung bunga, serta menggunakan buku-buku,
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
Teknik pengolahan data yaitu menganalisis data yang diperoleh untuk
selanjutnya dideskripsikan.
Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan adalah penataan
fasilitas umum di tanjung bunga disediakan pada setiap cluster
perumahan, dan diluar cluster perumahan. Penatagunaan tanah terkini
sudah sesuai dengan rencana dalam masterplan dan zonasi peruntukan
lahan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Fasilitas umum
dalam wilayah tanjung bunga relatif memadai untuk seluruh warga tanjung
bunga namun tanjung bunga belum dapat dikategorikan sebagai kota
mandiri karena sebagian besar warga tanjung bunga masih bergantung
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A. Latar Belakang Masalah
Tanah merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang
berbentuk sebagai permukaan daratan. Manusia hidup dan
melakukan aktifitas di atas tanah. Dalam mendukung kegiatan
pembangunan di segala bidang, kita selalu memerlukan tanah
sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembagunan tersebut.
Tanah sesuai sejarah perkembangan bahasa Indonesia,
mencakup tiga  pengertian, yaitu sebagai berikut :1
1. Tanah dalam arti tubuh tanah (soil) yang maknanya sebagai
media tumbuhnya tanaman dan ketentuannya mampu
menghasilkan tanaman, dan tempat tumpuan pondasi
bangunan.
2. Tanah dalam arti materi tanah (materials) yang mana nilainya
dapat diukur dengan ton, dapat diangkut atau dipindahkan
sebagai bahan tambang atau bahan bangunan.
3. Tanah dalam arti bentang tanah (land) yang mencakup lapisan
permukaan bumi dan ruang diatasnya sebatas yang berkaitan
dengan penggunaan tanah tersebut. Pengertian ini menekankan
tanah sebagai benda tidak bergerak dalam pengertian ruang.
1I Made Sandy, Penggunaan Tanah di Indonesia. (Jakarta : Direktorat Tata Guna Tanah, Direktorat
Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri, 1977), hal. 7.
2Makna dari pengertian ini, yaitu tanah sebagai lahan yang
nilainya diukur dengan luas, sekaligus berarti ruang.
Kata lahan merupakan istilah baru pada awal 1980-an yang
dimaksudkan untuk membedakan antara arti kata tubuh tanah (soil)
dengan kata bentang tanah (land). Istilah lahan biasanya dikaitkan
dengan peruntukan atau penggunaannya, misalnya lahan
perkebunan, lahan pertanian, lahan perumahan dan sebagainya.
Pengertian tanah dalam arti land selalu berhubungan
dengan ruang daratan dimana peruntukan lahannya diatur dalam
rencana tata ruang. Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang, istilah ruang mencakup ruang
daratan, ruang perairan, dan ruang udara.
Proses mengelola ruang daratan dalam artian tanah sebagai
land atau lahan disebut sebagai penataan ruang. Pelaksanaan
penataan ruang mencakup 3 aspek, yaitu : perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan tata
ruang. Dalam kaidah bahasa, tata ruang artinya adalah seluk beluk
mengenai penggunaan ruang yang baik.2
Proses pemanfaatan ruang dalam rangka penataan ruang
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yang saling berkaitan
dengan penatagunaan tanah yang merupakan kegiatan tata guna
2 Mulyono Sadyohutomo, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang (Yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 2016), hal. 18.
3tanah, yang mana  diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan
Tanah.
Penataan ruang berdasarkan penggunaan lahan
terklasifikasi yaitu penggunaan lahan pedesaan dan penggunaan
lahan perkotaan. Penataan ruang untuk penggunaan lahan
perkotaan harus sesuai dengan rencana tata ruang kota, struktur
tanah, kemampuan dan kapasitas fisik tanah, serta perkembangan
sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
Penggunaan lahan perkotaan dewasa ini dikelompokkan
menjadi 7 klasifikasi jenis, yaitu perumahan, jasa, perdagangan,
industri, tanah tanpa bangunan, ruang terbuka hijau (RTH) dan juga
perairan.3 Penggunaan lahan perkotaan untuk pembangunan di
atas bidang tanah tentunya harus ideal dan memperhatikan
keadaan tutupan diatas permukaan tanah (land covers).
Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan, dan
perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, politik,
budaya, hukum dan pertahanan keamanan. Sehingga penataan
dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat
perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan
kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial di perkotaan. Dalam hal
3 Ibid., hal. 115.
4ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dengan penatagunaan
tanah serta peruntukan lahannya.
Untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan nasional
Indonesia yaitu pemerataan pembangunan di segala bidang, maka
hadirlah sebuah Kota Baru yang biasa dikenal sebagai Kota
Mandiri. Secara jangka panjang, pembangunan kota mandiri juga
diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan di kota utama.
Dengan adanya kota mandiri, masyarakat tidak perlu memadati
kota utama untuk rutinitas sehari-hari, karena di kota mandiri sudah
disediakan fasilitas-fasilitas yang lengkap dan memadai.
Idealnya, dalam kota mandiri harus ada fasilitas umum dan
sosial yang memadai, yang dibutuhkan oleh setiap orang yang
hidup didalamnya, seperti perumahan, pariwisata, rumah sakit,
lapangan kerja, sekolah, tempat perbelanjaan, taman, pemakaman,
dan lain-lain. Karena prinsip utama dalam pembangunan kota
mandiri adalah kemandirian (self containment) dan keseimbangan
(balance development). Kemandirian dalam arti kota mandiri
haruslah benar-benar mandiri dengan ketersediaan fasilitas umum
dan fasilitas sosial yang memadai.4
Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki
penduduk kurang lebih 1.700.571 jiwa (berdasarkan sensus
penduduk Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2015).
4 Sri Susyanti Nur, Aspek Hukum Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Dalam Mewujudkan “Kota
Mandiri” Tanjung Bunga (GTC) di Kota Makassar (Penelitian Dosen Muda: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, 2006), Hal. 7.
5Penduduk semakin bertambah seiring berjalanannya waktu,
sementara luas wilayah kota Makassar tidak bertambah. Hal ini
menyebabkan kepadatan penduduk di kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar kemudian melakukan perbaikan
dan kebijakan dengan membangun sebuah Kota Baru untuk
menjadi Kota Mandiri di Kawasan Tanjung Bunga yang merupakan
kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan
juga pihak swasta yaitu PT. Gowa Makassar Tourism Development
(GMTD) Tbk. Dalam pembangunan Kota Mandiri ini, tentu perlu
sejalan antara zonasi peruntukan lahan dalam penataan ruang,
yang mana untuk untuk pembangunan dan pengembangan wilayah
Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar menerbitkan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk.
hadir sebagai penanggung jawab dari kurang lebih 1000 hektar
bidang tanah yang telah dibebaskan di kawasan Tanjung Bunga, di
pesisir barat pantai selat Makassar. PT. GMTD TBK berperan aktif
secara sinergis khususnya bagi pembangunan daerah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan membangun sebuah kawasan yang
dahulu tidak bernilai menjadi menjadi sebuah Kota Mandiri.
Kawasan Kota Mandiri Tanjung Bunga kini telah menjadi kawasan
6sentral pengembangan kegiatan kepariwisataan, olahraga,
komersial serta permukiman.5
Rencana pembangunan Kota Mandiri oleh PT. GMTD TBK
Tbk. disesuaikan dengan penatagunaan tanah dengan
pengembangannya sebagai berikut :6
 Perumahan 306 hektar (30,6%)
 Komersil yang meliputi perkantoran seluas 183 hektar
(18,3%)
 Hotel dan tempat penunjang pariwisata 111 hektar
(11,1%)
 Fasilitas umum (sosial) dan ruang terbuka 104 hektar
(10,4%)
 Prasarana jalanan, kanal 296 hektar (29,6%)
Dalam proses pembangunan dan pengembangan Kota
Mandiri Tanjung Bunga, perlu ada keserasian dan kesesuaian
antara zonasi peruntukan lahan untuk penataan fasilitas umum
dalam rencana sebagaimana terurai diatas, dengan penatagunaan
tanah terikini disaat sekarang. Penatagunaan tanahnya tidak boleh
menyimpang atau bertentangan dengan peruntukan ruang yang
ditetapkan dalam RTRW Kota Makassar.
5 Diakses dari https://www.tanjungbunga.com/index.php/pt-gmtd-Tbk pada tanggal 16
November 2016, pukul 13:45 WITA.
6 Sri Susyanti Nur, op. cit. Hal. 13.
7Dalam mewujudkan kota mandiri di Tanjung Bunga,
ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial harus lengkap dan
memadai, sehingga masyarakat yang tinggal didalam wilayah
Tanjung Bunga tidak perlu lagi memadati Kota Makassar sebagai
Kota Utama untuk berbagai kebutuhannya, untuk mencapai
kemandirian yang benar-benar mandiri dalam mewujudkan kota
mandiri.
Untuk mengetahui apakah sudah sesuai antara rencana
pembangunan dan pengembangan di dalam Wilayah Tanjung
Bunga dengan fasilitas-fasilitas yang telah terbangun saat ini, yaitu
penggunaan tanah terkini (existing land use) dengan
memperhatikan zonasi peruntukan lahan yang sesuai dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Maka penulis
menganggap perlu melakukan penelitian mengenai “Penataan
Fasilitas Umum di Tanjung Bunga Dalam Mewujudkan Kota
Mandiri”.
Juga menjadi penting, yaitu apakah dengan fasilitas-fasilitas
umum dan sosial tersebut sudah cukup memadai untuk
mewujudkan Tanjung Bunga sebagai Kota Mandiri.
8B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana penataan fasilitas umum di tanjung bunga
berdasarkan zonasi peruntukan lahan?
2. Apakah fasilitas umum di dalam wilayah tanjung bunga telah
memadai untuk mewujudkan kota mandiri?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana penataan fasilitas umum di
tanjung bunga berdasarkan zonasi peruntukan lahannya.
2. Untuk mengetahui apakah fasilitas umum di dalam wilayah
tanjung bunga cukup memadai untuk mewujudkan kota mandiri.
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan
referensi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam
kajian hukum agraria. Dan juga sebagai acuan dalam penataan
fasilitas umum dan penatagunaan tanah didalam kota mandiri.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan kepada semua pihak, khususnya kepada
pihak PT. GMTD TBK Tbk. Kota Makassar, dan kalangan
akademis yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum
keperdataan khususnya hukum agraria.
9BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Tata Ruang
1. Pengertian Hukum Tata Ruang
Tata ruang, dengan penekanan pada kata “tata” adalah
pengaturan  susunan ruangan suatu wilayah, daerah atau kawasan
sehingga tercipta persyaratan-persyaratan yang bermanfaat secara
ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi
perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan
tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi Negara yang
diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang mencakup:  1)
Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air dan
udara), dan kekayaan yang terkandung didalamnya; 2) Mengatur
dan menentukan hubungan antara orang-orang dan ruang; 3)
Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang
dan pebuatan hukum mengenai ruang.7
Tata ruang, dengan penekanan pada kata “ruang” adalah
wadah dalam tiga dimensi (trimatra) yang memiliki tinggi, lebar dan
kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau dan lautan), serta
kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dan udara diatasnya
7 Yunus Wahid, Hukum Tata Ruang (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hal. 7
10
secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan
pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan
masyarakat Indonesia.8
Tata ruang sebagai wujud penataan ruang merupakan
sarana (instrumen hukum) untuk menjamin dan mengharmoniskan
berbagai kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya,
maupun kepentingan ekologi dalam arti yang luas. Hal ini jelas
dengan adanya dua peruntukan dengan fungsi utama masing-
masing, fungsi lindung dan fungsi budi daya, yakni kawasan
lindung dan kawasan budidaya sebagai dua konsep dasar dalam
setiap tahapan kegiatan penataan ruang. Hal ini berdasarkan Pasal
1 butir 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang.9
Penataan ruang sebagai suatu sistem yang tercantum
didalam Pasal 1 butir 5 UUPR (Undang-Undang Penataan Ruang)
mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan, dan
pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang
ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional,
provinsi, maupun Kabupaten/Kota harus dipahami sebagai satu
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Perencanaan tata ruang wilayah merupakan suatu upaya
merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan
8 Yunus Wahid, loc. cit.
9 Ibid., hal. 8.
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penataan ruang/lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia
di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah,
swasta/masyarakat. Tanpa perencanaan tata ruang wilayah yang
baik, dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial.
Keterpaduan dapat dilakukan bila usaha pembangunan benar-
benar dilakukan secara berkaitan, tunjang menunjang, dan
mempertimbangkan aspek lokasi dan kawasan/wilayah secara
kebersamaan dalam suatu sistem. Keterpaduan dapat diwujudkan
jika didukung oleh rencana tata ruang yang memadai pada semua
tingkatan, karena semua kegiatan yang dilakukan berlangsung
pada ruang tertentu.10
Tata ruang sebagai wujud penataan ruang pada intinya
merupakan sarana untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Pembangunan itu tidak saja untuk memecahkan
masalah peningkatan kesejahteraan masa sekarang tetapi juga
peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Konsep pembangunan
berkelanjutan mengakomodasikan tujuan pertumbuhan ekonomi,
tujuan pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan sumber alam dan
lingkungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan jangka panjang
dan tujuan tersebut konsisten satu sama lain.11
Dalam penataan ruang, Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) didasarkan atas wilayah administratif dengan muatan
10 Ibid., hal. 9.
11 Ibid., hal. 11.
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substansi rencana struktur dan pola ruang. Adapun Rencana
Perinci Tata Ruang (RRTR) disusun berdasarkan pendekatan nilai
strategis kawasan/kegiatan kawasan dengan muatan substansi
dapat mencakup hingga penetapan blok dan sub-blok peruntukan.
RRTR ini merupakan opersionalisasi RUTR dan sebagai dasar
penetapan peraturan zonasi.
Untuk peraturan rencana zonasi, mengarahkan pada lokasi
geografis yang sesuai. Dalam membuat RTRW, dilakukan
pendekatan dan analisa untuk pendefinisian perencanaan
penggunaan lahan dan rencana zonasi.12
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya sehingga pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan
sesuai dengan RUTR dan RRTR. Pengendalian pemanfaatan
ruang ini juga dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang,
pemberian insentif, disintentif, dan penerapan sanksi. Perizinan ini
dimaksudkan sebagai upaya penertiban agar pemanfaatan ruang
sesuai dengan RTR (Penjelasan Umum UUPR: 6 & 7). Hal ini
ditegaskan dalam Pasal 35 UUPR bahwa pengendalian
pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi,
perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan
sanksi.
12 Tim Penyusun Pedoman Umum Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K, DKP, Petunjuk
Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir & Laut (Jakarta: Departemen Kelautan dan
Perikanan, 2004) Hal. 5.
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Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang
dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
RTR dan peraturan zonasi (Pasal 39 UUPR). Selanjutnya dalam
pasal 1 butir 27 UUPR ditegaskan bahwa peraturan zonasi
merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan
ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam RRTR, yang biasa
disebut “tata ruang” dalam bahasa sehari-hari.13
Rencana tata ruang suatu wilayah dapat dilihat dari sudut
spasial, ekologis, pembangunan, pengelolaan lingkungam hidup,
sudut yuridis, dalam konteks penggunaan lahan sebagai konsep.
Tata ruang selalu berkaitan dengan lahan, tempat, wilayah, dan
waktu. Oleh karena itu, tata ruang mempunyai hierarki yang bersifat
dinamis disamping bersifat fungsional dan/atau bersifat formal.
Dalam memanfaatkan ruang, setiap orang wajib menaati
rencana tata ruang yang telah ditetapkan, memanfaatkan ruang
sesuai dengan izin yang telah ditetapkan, mematuhi ketentuan
yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang, dan
memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.14
Didalam RTRW juga selalu ada kawasan lindung (hutan
lindung, cagar alam), kawasan pertanian, kawasan industri,
13 Yunus Wahid, op. cit., hal. 12.
14 COLUPSIA Project, Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata Ruang (Bogor: CIRAD and Partners,
2012).
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perkotaan, dan pusat pelayanan sebagai suatu sistem yang selalu
mengakibatkan empat unsur, yaitu: manusia, sumber daya alam,
ilmu pengetahuan dan teknologi, demikian pula aspek spasial
sebagai wadah yang memberikan ciri khas kewilayahannya dalam
proses pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya.15
2. Dasar Hukum dan Aspek Yuridis Penataan Ruang
Dasar dan sumber hukum penataan ruang wilayah nasional
dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia pada alinea keempat yang menyatakan: “kemudian dari
pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, …”.
Ketentuan ini menegaskan “kewajiban Negara” dan “tugas
pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani
Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia, yakni segenap
bangsa Indonesia sebagai komponen manusia, dan seluruh
tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam
hayati (satwa dan tumbuhan) serta sumber daya alam nonhayati
(tanah, air, udara dan mineral) sebagai komponen fisik. Tujuannya
15 Yunus Wahid, op. cit., hal. 14.
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adalah untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan umat
manusia pada umumnya.
Selanjutnya, pemikiran dasar tersebut dirumuskan secara
lebih konkret dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang dengan
tegas memberikan “hak penguasaan” kepada Negara atas seluruh
sumber daya alam Indonesia dan memberikan “kewajiban kepada
Negara” untuk menggunakannya bagi sebesar-besar kemakmuran
rakyat.16
Pada 11 Maret 1982, lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Dalam pasal 10 ayat (3) UULH ini terkandung amanat
mengenai pengaturan dan peruntukan sumber daya alam dan
sumber daya buatan Indonesia. Artinya, mengamanatkan supaya
diadakan penataan ruang guna mewujudkan keserasian dan
keseimbangan. Inilah yang merupakan dasar dan sumber hukum
secara langsung bagi penataan ruang wilayah yang pertama bagi
Indonesia.
Sebagai wujud peranan hukum dalam pengaturan
penggunaan tanah agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan
rakyat, maka landasan hukum pertanahan nasional kita adalah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang pada Pasal 2 secara garis
16 Ibid., hal. 74.
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besar menyebutkan bahwa dengan mengingat wewenang yang
bersumber pada Hak Menguasai Negara (HMN), dan untuk
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka Pemerintah
membuat rencana umum mengenai persediaan, peruntukan,
penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung didalamnya.
Selanjutnya dalam Pasal 14 UUPA, mengamanatkan
pemerintah untuk menyusun perencanaan agrarian (agrarian use
planning), rencana penggunaan tanah (land use planning), rencana
penggunaan air (water use planning), dan rencana penggunaan
ruang angkasa (air use planning) yang mengakomodasi seluruh
kepentingan rakyat dengan pertimbangan kesatuan dan persatuan
bangsa.17
Untuk upaya tindak lanjut, pada tanggal 26 April 2007, lahir
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang disingkat UUPR. UUPR menetapkan berlakunya RTRW
nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota secara seragam, yakni
masing-masing 20 tahun. RTRW Nasional ditetapkan dengan
peraturan pemerintah, sedangkan untuk RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.18
17 Sri Susyanti Nur, Aspek Hukum Pelaksanaan Penataan Ruang Kota Dalam Mewujudkan “Kota
Mandiri” Tanjung Bunga (GTC) di Kota Makassar (Penelitian Dosen Muda: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, 2006), Hal. 5.
18 Yunus Wahid, op. cit. hal. 77.
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Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, yang
merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Makassar
Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar yang berlaku tahun 2005-2015.
Berdasarkan landasan yuridis tersebut diatas, maka
keperluan pengadaan tanah bagi pembangunan di perkotaan
dalam bentuk peruntukan tanah (land use planning) haruslah
sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK),
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Teknik
Ruang Kota (RTRK). Disamping itu, dalam bentuk pengawasan dan
penertiban pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata
ruang, maka ada izin berupa izin lokasi (advis planning), izin
mendirikan bangunan (IMB), izin penggunaan bangunan, dan izin
penghapusan bangunan.19
B. Tata Guna Tanah Dan Kesesuaian Tata Ruang
1. Kemampuan Tanah (Land Capability)
Kemampuan tanah menggambarkan potensi fisik tanah
secara umum untuk berbagai penggunaan dengan
mempertimbangkan resiko kerusakan tanah dan faktor-faktor
19 Sri Susyanti Nur, op. cit. Hal. 6.
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pembatas (limiting factors). Unsur-unsur sifat fisik tanah yang
dipergunakan untuk menunjukkan suatu potensi kemampuan tanah
dapat berbeda-beda tergantung cara yang digunakan.20
Kemampuan tanah yang dituangkan dalam bentuk peta mirip
dengan zonasi sifat fisik tanah, dimana pemakai diberi kebebasan
menginterpretasinya untuk tujuan rencana penggunaan tanah yang
diinginkan. Kelas kemampuan tanah yang paling baik adalah yang
secara umum cocok untuk berbagai penggunaan, sedangkan yang
paling rendah adalah yang tidak cocok untuk diusahakan sehingga
lebih bijaksana sebagai kawasan konservasi.21
2. Kesesuaian Tanah (Land Suitability)
Kesesuaian tanah adalah penilaian mengenai kesesuaian
suatu bentang tanah terhadap penggunaan tertentu pada tingkat
pengelolaan dan hasil yang wajar, dengan tetap memperhatikan
kelestarian produktifitas dan lingkungannya. Penilaian kesesuaian
tanah bertujuan menetapkan pilihan penggunaan tanah tertentu
yang secara ekonomis menguntungkan dan berwawasan
lingkungan. Penilaiannya didasarkan pada kondisi tanah apa
adanya saat ini.22
20 Mulyono Sadyohutomo, Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2016) Hal. 45.
21 Ibid., Hal. 45 & 49.
22 Ibid., Hal. 51 & 52.
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3. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Peraturan Zonasi
Tanah adalah karunia Tuhan YME yang harus dikelola
sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara
berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah maka perlu
ada aturan dalam hal menguasai dan menggunakannya yang
bersifat adil, sesuai potensi, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Salah satu uaya untuk menyiapkan aturan tersebut adalah
menyusun perencanaan tata guna tanah (land use planning).
Di Indonesia, pengaturan mengenai tata guna tanah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
Perencanaan tata guna tanah merupakan teknik untuk
menyusun rencana penggunaan tanah yang paling sesuai untuk
suatu wilayah. Di kawasan perkotaan, dimaksudkan untuk
menentukan jenis penggunaan tana atau kegiatan yang paling
menguntungkan. Tentunya tujuan awal perencanaan penggunaan
tanahnya masih berfokus pada keuntungan ekonomi kegiatan
tertentu.
Kegiatan penatagunaan tanah kini tidak sekedar menata
penggunaan tanah akan tetapi mencakup pengaturan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Hal ini perlu dipahami
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karena antara hak atas tanah (ruang) dan penggunaan tanah
(ruang) merupakan 2 hal yang melekat pada setiap bidang tanah.23
Penggunaan tanah dalam bahasa Indonesia menunjukkan
apa yang ada diatas tanah tersebut, baik sebagai hasil kegiatan
yang disengaja oleh manusia maupun yang dibentuk oleh alam.
Pengertian ini dalam bahasa Inggris disebut land covers (tutupan
tanah).24
Pemanfaatan tanah menunjukkan kegiatan manusia pada
suatu jenis penggunaan tanah dalam rangka memperoleh nilai
tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Istilah
ini dalam bahasa inggris disebut land utilization. Contoh: suatu
penggunaan tanah diklasifikasikan sebagai perumahan, maka
pemanfaatan tanahnya kemungkinan dapat berupa rumah untuk
tempat tinggal, rumah sekaligus warung, rumah indusri untuk
rumah tangga, rumah tinggal sekaligus memelihara ternak, dan
sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang ada dalam rumah pada
contoh-contoh ini tidak dapat digambarkan tersendiri dalam bentuk
peta. Jadi, istilah pemanfaatan tanah merupakan pendetailan dari
jenis penggunaan tanah. 25
Lalu muncul pertanyaan, mengapa pemanfaatan tanah
dalam artian ruang harus diatur? Jawaban termudah dari
pertanyaan ini adalah karena dengan adanya hak pemanfaatan
23 Ibid., Hal. 1, 2 & 4.
24 Ibid., Hal. 18.
25 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 19 & 20.
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ruang dari seseorang, akan dapat mengganggu hak dari orang lain,
bahkan hak dari komunitas yang lebih besar.26
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan tanah yang untuk keperluan praktis selanjutnya
disebut PPGT (Peraturan Pemerintah Tentang Penatagunaan
Tanah) pada Pasal 1 butir 1 membedakan antara istilah
penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah yang meskipun sama-
sama memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
Adapun mengenai pemanfaatan tanah dirumuskan dalam
Pasal 1 butir 4 PPGT, yang menekankan pada nilai tambah dan
tanpa mengubah wujud fisik penggunaannya. Dapat dipahami
bahwa pemanfaatan tanah merupakan kegiatan tambahan dari
penggunaan tanah, baik pada kawasan budi daya maupun
kawasan lindung. Apabila dikaitkan dengan ketentuan pada bagian
ketiga yaitu Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, diperoleh
petunjuk bahwa pemanfaatan tanah yang dimaksud tidak
mengubah bentang alam.27
Pemegang hak atas tanah berhak memanfaatkan tanahnya
seoptimal mungkin dan wajib menyesuaikan dengan rencana tata
ruang, memelihara dan menambah kualitas sumber daya tanah
serta mencegah kerusakan tanah.28
26 M. Arszandi Pratama, et.al., Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (Yogyakarta:
ANDI, 2015) Hal. 5
27 Yunus Wahid, op. cit., hal. 207.
28 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 168.
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Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang
persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya.
Peraturan zonasi disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan
yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.29
Peraturan zonasi merupakan turunan dari RDTR (Rencana
Detail Tata Ruang) yang berisi ketentuan yang harus ditetapkan
pada setiap zona peruntukan. Dalam peraturan zonasi dimuat hal-
hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pihak
yang memanfaatkan ruang, termasuk pengaturan koefisien dasar
bangunan, koefisien lantai bangunan, penyediaan ruang terbuka
hijau publik, dan hal-hal lain yang di pandang perlu untuk
mewujudkan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.
Peraturan zonasi tersebut bersama dengan RDTR menjadi bagian
ketentuan perizinan pemanfaatan ruang yang harus dipatuhi oleh
pemanfaat ruang.30
4. Penyerasian Penatagunaan Lahan Dengan Rencana Tata
Ruang
Perencanaan tata guna lahan (land use planning) memiliki
relevansi dan bahkan sama dengan pengertian perencanaan tata
ruang (spatial planning). Tata guna lahan adalah wujud dalam
29 M. Arszandi Pratama, et.al., op. cit., hal. 27
30 Sitanala Arsyad Ernan Rustiadi, Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan (Jakarta: Yayasan
Pustaka Obor Indonesia, 2012) Hal. 42
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ruang di alam tentang bagaimana penggunaan lahan tertata, baik
secara alami maupun direncanakan.31
Tata guna tanah sebagai bagian dari manajemen
pertanahan (Land Management) sekaligus juga merupakan
subsistem dari penataan ruang. Penatagunaan tanah adalah
bentuk kegiatan dari tata guna tanah yang merupakan bagian dari
proses pemanfaatan ruang dalam rangka penataan ruang. Sesuai
dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang dinyatakan bahwa dalam pemanfaatan ruang
diantaranya dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan
tanah, melalui penyusunan dan penetapan neraca penggunaan
tanah.
Hal ini kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah yang telah
menjawab pelaksanaan Pasal 33 UUPR menyangkut pola
pengelolaan tata guna tanah. Pengelolaan tata guna tanah meliputi
aspek penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah. Tugas
pemerintah dalam penatagunaan tanah meliputi dua hal yakni: 1)
Penetapan kebijaksanaan  penatagunaan tanah; 2)
Penyelenggaraan penatagunaan tanah.32
Pada Pasal 33 ayat (3) UUPR, ditegaskan bahwa
“Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk
31 Sumbangan Baja, Perencanaan Tata Guna Lahan dalam Pengembangan Wilayah (Yogyakarta:
ANDI, 2012) Hal. 6.
32 Ibid., hal. 166-167.
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pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum
memberi hak prioritas pertama bagi pemerintah dan pemerintah
daerah untuk menerima pengalihan hak katas tanah dari pemegang
hak atas tanah.”
Penjelasan pasal 33 ayat (3) tersebut menegaskan
mengenai hak prioritas. Pertama, bagi pemerintah dan pemerintah
daerah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pembangunan
kepentingan umum yang sesuai dengan RTR (Rencana Tata
Ruang) dapat dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah yang
mudah. Kepentingan umum yang dimaksud seperti; jalan umum,
jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih; waduk,
bendungan, irigasi dan bangunan pengairan lainnya; pelabuhan,
bandar udara, stasiun kereta api dan terminal; fasilitas keselamatan
umum seperti tanggul penanggulangan banjir, tempat pembuangan
sampah, cagar alam, dan pembangkit tenaga listrik.
Adanya hak prioritas ini bukanlah berarti memberi peluang
bagi pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang terhada hak-hak
warga masyarakat atas tanah ataupun ruang tertentu, melainkan
semata-mata agar pemerintah dapat menjamin tersedianya sarana
dan prasarana untuk kepentingan umum, yang selalu melibatkan
pemanfaatan/penggunaan tanah pada ruang tertentu.
Dalam konteks hukum agraria, penatagunaan tanah ini sama
halnya dengan tata guna tanah. Penatagunaan tanah dilaksanakan
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oleh pemerintah sesuai amanat yang terkandung dalam Pasal 33
ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.
Amanat tersebut kemudian ditegaskan lagi dalam UUPA pada
Pasal 2.33
Secara hierarkis baik menurut jenjang administrasi
pemerintahan mauun jenis perencanaan, RTR harus ada mulai dari
tingkat yang sangat umum (RTRW) hingga tingkat yang perinci
(RRTR), dan penyusunannya dilakukan secara berurutan. Dalam
hal ini, rencana tata ruang yang perinci mengenai penggunaan
lahan dapat disejajarkan dengan penatagunaan tanah.34
Penatagunaan tanah diawali dengan penyusunan rencana
tata guna tanah.35 Dengan adanya rencana tata ruang maka
peruntukan bidang-bidang tanah harus disesuaikan dengan
rencana tata ruang tersebut. Untuk itu diperlukan perencanaan
peruntukan, penggunaan, dan persediaan, serta pemeliharaan
tanah didalam perencanaan tata guna tanah sebagai bentuk
penjabaran rencana tata ruang. Selanjutnya dilakukan
pengendalian penggunaan tanah melalui penyesuaian penggunaan
tanah kini (existing land use) dengan rencana tata ruang, dan
arahan perizinan rencana penggunaan tanah sesuai rencana tata
ruang.36
33 Yunus Wahid, op. cit., hal. 202, 203 & 205.
34 Ibid., hal. 206.
35 Pasal 2 ayat 2 huruf (a) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
36 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 161.
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Kemudian dalam teori rencana tata guna tanah dan rencana
tata ruang, pada dasarnya teori tahapan merencana (theory of
planning) yang digunakan dalam rencana tata ruang adalah sama
dengan teori merencana tata guna tanah karena sejarah
perencanaan tata ruang berasal dari pengembangan rencana tata
guna tanah.
Dalam sejarah perencanaan, yang lebih dulu ada adalah
rencana tata guna tanah (land use plan), yaitu berfokus pada
pemilihan penggunaan tanah yang paling baik. Selanjutnya
berkembang menjadi rencana komprehensif (comprehensive plan)
kota atau wilayah, yaitu mencakup rencana penggunaan tanah dan
prasarana dan sarana pendukungnya (rencana transportasi,
rencana penyediaan utilitas, RTH, dsb.)
Rencana tata ruang adalah perluasan lingkup dari rencana
komprehensif, tidak hanya pada tanah tetapi mencakup ruang
daratan (tanah), ruang perairan, dan ruang udara. Karena sebagian
materi dalam rencana tata guna tanah sudah tercakup dalam
rencana tata ruang maka rencana tata guna tanah tinggal berfokus
pada penjabaran rencana tata ruang daratan yang mencakup
aspek penggunaan dan penguasaan tanah.37
Dalam perkembangannya sekarang, rencana tata guna
tanah tinggal berfokus pada pemilihan detail jenis penggunaan
37 Ibid., hal. 171.
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tanah sebagai penjabaran dari rencana tata ruang dihubungkan
dengan aspek penguasaan tanah. Proses aplikasi rencana tata
guna tanah disebut penatagunaan tanah. Tujuan penatagunaan
tanah antara lain adalah mengatur dan mewujudkan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi kebutuhan kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.38
Untuk mewujudkan tujuan tujuan tersebut perlu disiapkan
perencanaan penatagunaan tanah sebagai pedoman dalam
mengalokasikan tanah untuk proyek pembangunan. Caranya
adalah dengan acuan rencana tata ruang, sifat fisik, dan status
penguasaan tanah yang ada, dilakukan alokasi rencana kebutuhan
tanah menurut program pembangunan, baik swasta maupun
pemerintah. Program pembangunan yang dapat diakomodasikan
penatagunaan tanahnya adalah program kebutuhan tanah yang
sudah riel.
Sasaran rencana penatagunaan tanah adalah adanya
penetapan perimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan tanah
menurut peruntukannya dalam rencana tata ruang, yang berbentuk:
1. Neraca perubahan penggunaan tanah; yang akan terjadi
apabila peruntukan tanah dalam rencana tata ruang
terealisasi.
38 PP No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah Pasal 3 (a) dan (b)
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2. Neraca kesesuaian penggunaan tanah (existing land
use); pada setiap jenis peruntukan dalam rencana tata
ruang.
3. Penetapan prioritas ketersediaan tanah (fisik maupun
hukum); sesuai dengan kebutuhan peruntukan
penggunaan tanah dalam rencana tata ruang.
Untuk memfasilitasi masyarakat memanfaatkan tanah maka
perlu pengaturan bagaimana menggunakan tanah yang baik dan
benar. Subjek yang melaksanakan pemanfaatan tanah terdiri atas
masyarakat umum, perusahaan swasta, dan pihak pemerintah.
Subjek yang akan menggunakan tanah perlu diberikan ketetapan
standar-standar penggunaan tanah oleh pemerintah.
Penyerasian antara penatagunaan tanah dan tata ruang
dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi bidang tanah dari
aspek fisik, ekonomi, status tanah, dan kelestarian lingkungan.39
Dalam Pasal 13 PPGT, penggunaan dan pemanfaatan tanah
baik dalam kawasan lindung atau budidaya harus sesuai dengan
fungsi kawasan dalam RTRW. Penggunaan tanah di kawasan
budidaya tidak boleh ditelantarkan, harus dipelihara dan dicegah
kerusakannya. Pemanfaatan tanah dikawasan budidaya tidak
saling bertentangan, tidak saling mengganggu, dan memberikan
peningkatan nilai tambah terhadap penggunaan tanahnya.
39 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 172, 173 & 175.
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Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi
syarat menggunakan dan memanfaatkan tanah sesuai dengan
RTRW.
Penatagunaan tanah termasuk penggunaan dan
pemanfaatan tanah didalamnya selalu harus berdasar dan
mengikuti RTRW yang telah ditetapkan, yakni RTRW
Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Mengenai objek
penatagunaan tanah mencakup: a) tanah yang memiliki hak; b)
tanah Negara; c) tanah ulayat masyarakat hukum adat.40
Penyelenggaraan penatagunaan tanah dilakukan terhadap
tanah hak, tanah Negara, dan ulayat masyarakat hukum adat
sebagai kegiatan di bidang pertanahan, baik di kawasan lindung
maupun pada kawasan budi daya sesuai dengan fungsi kawasan
berdasarkan RTRW Kabupaten/Kota. Kegiatan dalam
penyelenggaraan penatagunaan tanah meliputi:
1. Inventarisasi penguasaan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah
2. Penetapan perimbangan antara ketersediaan dan
kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah menurut fungsi kawasan
3. Penetapan pola penyesuaian, penguasaa, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah dengan RTRW.
40 Yunus Wahid, op. cit., hal. 208 & 209.
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Penatagunaan tanah merupakan tindak lanjut dari RTRW
dan merujuk pada RTRW Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
dengan titik berat pada penggunaan dan pemanfaatan tanah pada
wilayah Kabupaten/Kota. Penataan ruang wilayah mengandung
komitmen untuk penataan secara konsekuen dan konsisten dalam
rangka kebijakan pertanahan berdasarkan UUPA dan UUPR. Pada
hakikatnya, RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) / RDTR (Rencana
Detail Tata Ruang) mengenai tanah sebagai lahan (unsur ruang).
Jelas bahwa penatagunaan tanah merupakan bagian atau
melengkapi RTRW berkaitan dengan penggunaan dan
pemanfaatan tanah dalam arti lahan (land). Oleh karena itu,
penatagunaan tanah tidak boleh menyimpang atau bertentangan
dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW
Kabupaten/Kota. 41
Pada tingkat RTRW Kabupaten/Kota dan rencana rincinya
(RDTR dan peraturan zonasi) sudah menunjukkan peruntukan
kawasan atau areal sehingga cukup operasional untuk dilakukan
upaya penyerasian. Langkah awal dalam penyerasian adalah
evaluasi sejauh mana kesesuaian antara penggunaan tanah terkini
dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang. Evaluasi
kesesuaian ini dapat dilakukan baik sejak awal berlakunya rencana
maupun secara berkala setelah rencana diberlakukan.
41 Yunus Wahid, op. cit., hal. 212, 213, & 214.
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Kemungkinan kesesuaian antara penggunaan tanah kini
dengan peruntukan tanahnya dapat dibedakan atas 4 tingkatan
yaitu:42
1. Sesuai (S), artinya penggunaan dan pemanfaatan tanah
yang ada telah sesuai dengan peruntukan dalam rencana
tata ruang, baik kesesuaian fungsi kawasan, jenis
penggunaan, maupun teknis bangunan (khusus untuk
perkotaan)
2. Mendukung (M), artinya penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang ada sesuai pada tingkat fungsi kawasan
(yaitu pada kawasan budidaya) akan tetapi belum
sesuai dengan jenis peruntukan dan tata bangunannya
(khusus untuk perkotaan) dalam rencana tata ruang,
namun sifat kegiatannya tidak mengganggu bahkan
mendukung fungsi pokok kawasan dan jenis
penggunaannya. Keberadaannya dapat dipertahankan
sepanjang tidak berkembang melebihi batas dominasi
jenis penggunaan dan fungsi kawasan, atau berkembang
ke arah yang bertentangan dan tetap memberikan
kontribusi/dukungan terhadap perwujudan rencana
peruntukan tanah atau rencana fungsi kawasan di masa
mendatang. Misalnya dalam kawasan budidaya
42 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 177, 178 & 179
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ditetapkan jenis peruntukan perumahan sudah ada
penggunaan sekolah (SD, SMP, SMA atau PT), toko,
apotik, poliklinik, dsb. Kesemuanya itu justru mendukung
fungsi kawasan budidaya dan peruntukan penggunaan
tanahnya. Khusus untuk tata bangunan yang belum
sesuai dapat dilakukan perbaikan secara bertahap.
3. Tidak Sesuai (TS), artinya penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang ada sudah sesuai dengan
fungsi kawasan (yaitu pada kawasan budidaya) tetapi
tidak sesuai dengan jenis peruntukannya yang mana
penggunaan yang ada tidak mendukung tetapi tidak
mengganggu fungsi kawasan dan peruntukannya.
Misalnya, dalam fungsi kawasan budidaya
peruntukannya perumahan telah ada kantor perusahaan
kecil, panti asuhan, panti jompo, dsb. Keberadaannya
tidak mendukung tetapi tidak mengganggu rencana
peruntukan dalam tata ruang. walaupun dalam kategori
tidak sesuai (TS) tetapi keberadaan penggunaan tanah
yang terlanjur ada tidak serta merta digusur tetapi cukup
dibatasi perkembangannya, kecuali pemerintah mampu
mengganti rugi untuk dipindahkan.
4. Sangat Tidak Sesuai (STS), artinya penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang ada sudah sesuai dengan
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fungsi kawasan (yaitu pada kawasan budidaya) tetapi
tidak sesuai dengan jenis peruntukannya yang mana
penggunaan yang ada tidak mendukung dan
mengganggu terhadap fungsi kawasan dan
peruntukannya. Misalnya, didalam fungsi kawasan
budidaya peruntukannya perumahan telah ada pusat
perbengkelan, pabrik baja, atau gudang ukuran besar
maka keberadaannya tidak mendukung dan mengganggu
fungsi kawasan.
Kesesuaian penggunaan tanah dengan peruntukannya
dalam rencana tata ruang  dilakukan analisa antara peta
penggunaan tanah kini dengan peta rencana tata ruang. Peta
menghasilkan tabel atau matrik yang berisi perincian luas
kesesuaian penggunaan tanah pada setiap peruntukannya dalam
rencana tata ruang. Tahap penyerasian penggunaan tanah dengan
rencana tata ruang adalah upaya penyesuaian penggunaan tanah
dengan rencana tata ruang.
C. Penggunaan Tanah Perkotaan Dan Pembangunan Kota
1. Pengembangan Tanah
Istilah pengembangan tanah dalam bahasa Inggris disebut
land development yang mencakup kegiatan peningkatan kualitas
fisik tanah, penyediaan prasarana, sampai dengan menjadi
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kawasan terbangun. Peningkatan kualitas fisik tanah mencakup
penimbunan, pengeringan, dan penataan bidang tanah.
Penyediaan prasarana mencakup akses jalan, jalan lingkungan,
dan sebagainya. Akhirnya pengembangan tanah dilanjutkan
dengan pembangunan rumah, gedung, pabrik, dan sebagainya.
Sehingga menjadi kawasan yang terbangun. Oleh karena itu, orang
yang berbisnis di sektor pengembangan tanah disebut sebagai
pengembang (developers).43
Pengembangan tanah merupakan kegiatan membangun
kualitas fisik tanah dan lingkungannya serta membangun konstruksi
atau suatu kegiatan di tanah tersebut dalam rangka pemanfaatan
ruang. Ruang lingkup pengembangan tanah mencakup kegiatan-
kegiatan:44
 Perubahan bentuk bentang tanah (land forms) dalam
rangka peningkatan kualitas fisik tanah
 Penataan dan pemecahan bidang tanah (land
subdivision)
 Pembangunan sarana dan prasarana publik
 Pembangunan konstruksi gedung (property)
Pelaku pengembangan tanah mencakup pemerintah, dan
masyarakat umum termasuk didalamnya pihak pengusaha swasta.
Pengusaha swasta bergerak dibidang pembangunan kompleks
43 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 20.
44 Ibid., Hal. 234
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perumahan (real estate), apartemen, hotel, pabrik, dan kawasan
industri, yang kesemuanya bertujuan keuntungan bisnis. Orang
yang berbisnis di sektor pengembangan tanah disebut sebagai
pengembang (developers), walaupun tidak semua pelaku
pengembangan tanah bersifat bisnis.
Pengembangan tanah erat kaitannya dengan proses tata
guna tanah dalam rangka pemanfaatan ruang sehingga
pengembangan tanah perlu diarahkan dan dikendalikan oleh
pemerintah. Untuk mengelola pengembangan tanah berjalan
terarah sesuai dengan rencana tata ruang, memberi manfaat yang
optimal, menjaga kelestarian, dan menciptakan serasi dan
keseimbangan antar pengguna tanah.45
Investor yang membebaskan tanah dibatasi luasnya sesuai
dengan kebutuhan riel pembangunannya dan diberi kewajiban
untuk segera membangun. Di Indonesia, instrumen ini diwujudkan
dengan mekanisme izin lokasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota
kepada investor yang membebaskan tanah. Izin lokasi merupakan
izin untuk membebaskan tanah pada lokasi yang sesuai dengan
rencana tata ruang dalam batasan luas dan waktu yang ditentukan.
Instrumen ini dimaksudkan agar tanah dimanfaatkan seoptimal
mungkin.46
45 Ibid., hal. 235 & 236.
46 Ibid., hal. 247.
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Untuk investor, dalam pengembangan tanah biasanya
diberikan Hak Guna Bangunan (HGB). Hak ini merupakan hak yang
diberikan oleh  Negara untuk dapat mendirikan bangunan diatas
tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara untuk jangka waktu
tertentu, yaitu maksimal 30 tahun, yang dapat diperpanjang selama
20 tahun. Jika sudah lewat, pengguna hak ini dapat mengajukan
pembaruan hak selama 30 tahun lagi.47
Dalam instrumen persetujuan untuk membangun
(development agreements), untuk merealisasi rencana tata ruang
pada lokasi tertentu, pengembang tanah diberi persetujuan
membangun dengan persyaratan menyerahkan kepada pemerintah
bagian tertentu bidang tanah atau bangunan tersebut menjadi
prasarana atau fasilitas umum.48
2. Penggunaan Tanah Perkotaan
Tanah sebagai salah satu sarana vital perwujudan proyek-
proyek pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah,
kepentingan swasta, maupun untuk kepentingan masyarakat.
Penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan di kota yaitu untuk
perkantoran, pemukiman, perdagangan, industri dan sebagainya.
Tanah perkotaan dalam penggunan dan peruntukan haruslah
47 Irma Devita Purnamasari, Hukum Pertanahan (Jakarta: Mizan, 2010) Hal. 6.
48 Mulyono Sadyohutomo, op. cit., hal. 243.
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didata sedemikian rupa mengingat strategisnya tanah di
perkotaan.49
Penggunaan tanah perkotaan didominasi oleh jenis
penggunaan non pertanian seperti perumahan/pemukiman, jasa,
perdagangan dan industri. Intensitas penggunaan tanah yang
semakin tinggi pada pusat kota mendorong berkembangnya
penggunaan ruang ke arah vertikal, yaitu dengan bangunan ke
arah vertikal ke atas (bertingkat) atau ke bawah (underground).
Untuk tanah dengan bangunan bertingkat tinggi hingga puluhan
tingkat (multi-storey building atau skyscraper) jenis penggunaan
tanahnya menjadi komplek. Pemanfaatan ruangnya menjadi sangat
kompleks sesuai dengan jenis kegiatannya. Perkembangan
penggunaan tanah vertikal kebawah lebih terbatas dibandingkan
vertikal ke atas.
Kesemuanya itu memerlukan pengaturan mengenai lokasi,
tata konstruksi bangunan, hak atas tanah, hak bangunan/ruang di
atas tanah (rumah susun, gedung tinggi, apartemen, dsb.) dan
dampak transportasi yang ditimbulkan.50 Pengaturan mengenai
gedung bangunan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor  36  Tahun 2005 Tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002  Tentang
Bangunan Gedung.
49 Sri Susyanti Nur, op. cit., hal. 1.
50 Mulyono Sadyohutomo, hal. 113 & 114.
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Mengenai hukum bangunan, tanah hak milik dianggap tidak
dibebani hak apapun. Oleh karena itu, maka bangunan yang ada
diatas sebidang tanah dianggap sebagai milik daripada pemilik
tanahnya, yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Yang akan
membuktikan kepemilikan dari tanahnya, yang dianggap juga
membuktikan kepemilikan bangunan yang ada di atas tanah yang
bersangkutan.51
Dengan meningkatnya pembangunan fisik, setiap tahap
yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk
perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik dan
perusahaan, sarana perhubungan, pengairan dan sarana produksi,
semuanya memerlukan pengaturan yang mantap, mengenai segi
yuridis dan segi teknisnya bangunan yang perlu dikembangkan dan
ditingkatkan pelaksanaannya.52
Untuk bahan perencanaan tata guna tanah yang detail,
maka jenis penggunaan tanah perkotaan perlu dilengkapi dengan
data kegiatan pemanfaatan didalamnya. Misalnya, pada jenis
penggunaan perumahan didalamnya dijelaskan pemanfaatannya
apakah murni untuk rumah tinggal, atau rumah tinggal industri
rumah tangga, atau rumah tinggal dan tempat kos, dsb.
51 Padmo Wahjono, Ikhtisar/Ringkasan Bahan-Bahan Kuliah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, 1978) Hal. 77.
52 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan
(Yokyakarta: Liberty, 1982)
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Pembahasan mengenai penggunaan lahan perkotaan
sangat luas jangkauannya, karena penggunaan lahan kota sebagai
suatu proses dan sekaligus menyangkut semua sisi kehidupan
manusia.53
3. Perencanaan Pembangunan Kota
Perencanaan pembangunan perkotaan adalah perencanaan
dalam beberapa aspek secara simultan, seperti aspek fisik, aspek
sosial, dan aspek ekonomi.54 Perencanaan fisik kota sering disebut
dengan perencanaan tata ruang. perencanaan fisik menunjukkan
suatu perencanaan dari sesuatu yang telah ada dan mungkin yang
akan datang ada. Rencana itu merupakan representasi unsur-unsur
dan struktur-struktur fisik yang dapat dilihat secara tata ruang.
Sebelum dibuat rencana untuk pembangunan fisik kota harus
diadakan dulu penelitian pertanahan kota untuk mendapat
informasi mengenai penggunaan tanah, tanah yang tidak
digunakan, tanah yang penggunaannya kurang benar, dan
sebagainya.55
Sebelum ditentukan perencanaan pembangunan fisik kota,
terlebih dahulu dilakukan perencanaan tata ruang berupa tata guna
lahan atau tata ruang. Perencanaan kota cenderung pada
53 Hadi Sabari Yunus, Struktur Tata Ruang Kota (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
54 Paulus Hariyono, Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2010) Hal. 78
55 Ibid., Hal. 53 & 55.
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perencanaan lokal yang berorientasi pada aspek fisik, sosial, dan
ekonomi. Masing-masing aspek ini tidak beridir sendiri-sendiri,
tetapi saling mempengaruhi.
Perencanaan kota umumnya cenderung mengacu pada
aspek fisik kota, yaitu kota sebagai wadah aktivitas sosial ekonomi
penduduk kota. Tetapi perencanaan pembangunan kota dapat
mengacu kepada aspek fisik, sosial dan ekonomi. Ada kondisi
timbal balik antara aspek fisik perencanaan dengan aspek sosial
ekonomi penduduknya. Aspek fisik perencanaan kota akan
mempengaruhi aktivitas sosial-ekonomi penduduknya. Begitupun
sebaliknya, aktivitas sosial ekonomi akan mempengaruhi aspek
perencanaan fisik kota.56
Secara fisik area-area terbangun di perkotaan saling
berdekatan, dan kemudian meluas dari pusat kota hingga ke
daerah pinggiran kota. Di kota metropolitan, perkembangan kota
dapat meluas selebar dalam radius 10 kilometer lebih yang mampu
merangkul beberapa kota kecil disekitarnya.
Perancangan dalam kaitannya dengan perencanaan kota
merupakan bagian dari permulaan dan kesepakatan tentang sistem
prasarana dan sarana kota sebagai wadah aktivitas masyarakat,
56 Ibid., hal. 56 & 57.
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seperti sistem transportasi, komunikasi, penggunaan tanah, dan
berbagai peraturannya.57
Masalah sosial perencanaan pembangunan kota di Negara
berkembang seperti di Indonesia, dapat menyangkut berbagai
macam persoalan. Misalnya, jumlah penduduk atau ledakan
penduduk yang kemudian berkaitan dengan masalah pangan,
lapangan kerja, dan kemacetan lalu lintas.
Setiap bentuk perencanaan fisik biasanya mempunyai
implikasi atau aspek sosial. Misalnya perencanaan pembangunan
ruang publik di pusat keramaian suatu kota, dapat dipastikan akan
membawa dampak sosial, dan sering kali diikuti pula dengan
dampak ekonomi masyarakatnya.58
Penduduk dapat mengalami pertambahan dan pengurangan
penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk secara alami
dapat terjadi karena pengaruh tingkat kelahiran dan kematian.
Sedangkan bertambah dan berkurangnya dapat juga dipengaruhi
oleh migrasi yang menyebabkan daya tarik antar kota karena
kegiatan ekonomi. Dari aktivitas itu, kota secara ekonomi dapat
berkembang dan dapat pula mengalami penurunan produktivitas.
Dalam mengembangkan produktivitas kota, produk Rencana
Tata Ruang Kora/Wilayah yang disusun oleh pemerintah
Kabupaten/Kota, baik secara mikro maupun makro, dapat dilakukan
57 Ibid., hal. 59 & 60.
58 Ibid., hal. 77.
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analisis mendalam menggunakan alat analisis kota yang tepat.
Analisis wilayah akan membantu menentukan wilayah pengaruh
suatu kota terhadap perkembangan ekonomi. Hasilnya akan
menentukan sektor ekonomi strategis yang layak dikembangkan.
Fungsi dasar suatu kota adalah untuk menghasilkan
penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa, untuk
mendukung dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat kota.59
D. Kota Baru
1. Konsep Kota Baru
Bila kota telah tidak memenuhi syarat dan sulit diberikan
solusi untuk tempat tinggal maupun aktivitas secara nyaman, maka
salah satunya adalah rencana sebuah kota baru. Ada banyak
macam kota baru secara garis besar, yaitu kota satelit, kota
penunjang, kota mandiri, dan kota baru dalam sebuah kota.60
Bila suatu kota telah padat, baik itu kota industri maupun
metropolitan atau jenis tipe kota lainnya, ada suatu kebutuhan akan
kawasan baru yang akan digunakan untuk aktivitas masyarakat
kota, entah dengan tujuan mengurangi kepadatan lalu lintas,
mengurangi kepadatan penduduk, atau kebutuhan pemukiman
yang baru. Sementara sebagian masyarakatnya tifdak mampu
menempati pusat kota karena harga lahan yang tinggi atau
59 Ibid., hal. 87
60 Ibid., hal. 126
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suasana kota yang tidak lagi mendukung kenyamanan untuk
tempat tinggal ataupun kegiatan lain.
Kawasan baru di luar kota yang direncanakan untuk
menampung penduduk dengan segala kebutuhan sarana kota,
disebut dengan kota baru. Kawasan ini dapat pula disebut kota
satelit bila penduduk kota baru masih memiliki hubungan dengan
kota induknya, karena sebagian besar penduduknya masih memiliki
aktivitas di kota induk. Tetapi, kawasan itu dapat disebut kota
mandiri apabila penduduk kota baru ini dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri, tanpa banyak bergantung pada aktivitas di
kota induk.61
Secara terminologis, pengertian kota baru telah berkembang
di berbagai Negara sesuai dengan ciri khas dan tipikalnya. Istilah
asing kota baru adalah new town, neustadt, niewestad, villeneuve,
novgord atau novigrad.62
New town, dimaksudkan sebagai kota baru yang agak kecil.
Pembangunan kota baru ini melibatkan ahli filsafat, arsitek,
perencana, ilmuwan sosial, pengambil kebijakan, orang-orang yang
berkaitan dengan ide aplikasi kota baru, dan partisipan lain dalam
mewujudkan kota baru.
Sebuah kota baru dibangun pada sebuah lahan yang
dikontrol dengan ketat dibawah pengawasan badan publik dalam
61 Paulus Hariyono, loc. cit.
62 Ibid., hal. 129.
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hal ini pemerintah. Lalu didalam kota baru ini harus terdapat
kawasan hijau yang mengelilingi kota. Perkotaan dibangun di
kawasan dengan lahan yang terbatas dan penduduk yang terbatas
pula. Orang yang bekerja di suatu tempat harus memiliki tempat
tinggal yang dekat dengan lokasi tempat bekerja. Sebuah kota baru
juga harus dipisahkan dari pusat kota yang padat untuk
mengurangi kepadatan kota.63 Dengan perencanaan di area
terbuka, kota baru akan dapat memberikan fasilitas yang paling
modern, baik sekolah, perdagangan, dan fasilitas lainnya.64
Untuk meningkatkan keadaan sosial ekonomi, dalam
perencanaan kota baru, dapat diterapkan konsep satuan
lingkungan. Kota direncanakan menjadi unit lingkungan pusat kota
dan beberapa unit lingkungan pemukiman lainnya yang masing-
masing dilengkapi dengan prasarana sosial ekonomi. Tiap unit
lingkungan dibatasi oleh pola hijau (green pattern) yang terdiri atas
taman, lapangan olahraga, dan sebagainya. Seluruh kota dibatasi
oleh jalur hijau (green belt) yang tidak boleh digunakan pemukiman
tetapi harus merupakan hutan, atau dapat juga digunakan untuk
perkebunan besar, bendungan, dan sebagainya, yang
dimaksudkan agar tidak terjadi pertumbuhan perkampungan yang
meluas.65
63 Ibid., hal. 143.
64 Ibid., hal. 139.
65 Ibid., hal. 58.
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2. Kategori Kota Baru
2.1Kota Satelit
Yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan tetapi
penduduknya masih memiliki hubungan dengan suatu kota induk
yang telah tumbuh dan berkembang, berkaitan dengan pekerjaan
dan kebutuhan hidup sehari-hari. Umumnya jenis kota baru (satelit)
dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu memecahkan
permasalahan yang terjadi pada kota induk. Misalnya kota baru
dapat berupa lingkungan pemukiman berskala besar yang
direncanakan dan dibangun untuk mengatasi masalah kekurangan
perumahan di suatu kota besar. Secara fungsional, kota baru
(satelit) masih banyak bergantung pada peran dan fungsi kota
induknya. Dari segi jarak, lokasinya berdekatan dengan kota
induknya. Kota inilah yang disebut kota satelit dari kota induk. 66
2.2Kota Penunjang
Yaitu kota yang secara ekonomis dan sosial fungsinya
mempunyai ketergantungan kepada suatu kota induk. Pendirian
dan pengembangannya didasarkan pada suatu kebutuhan untuk
membangun pemukiman baru berskala besar untuk membantu
memecahkan permasalahan kekurangan perumahan di kota besar
yang kemudian berperan sebagai kota induk.
66 Ibid., hal. 133.
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Kota baru ini dikatakan supporting new town atau kota baru
penunjang karena kota baru ini berperan sebagai penunjang bagi
eksistensi kota yang sudah ada serta tumbuh dan berkembang.
Dari beberapa literature, dapat dikemukakan batasan bahwa
kota-kota baru yang termasuk kota penunjang ini adalah:
1. Pemukiman lengkap berskala besar di pinggiran kota
yang disebut kota satelit.
2. Kota kecil di sekitar kota induk yang ditingkatkan dan
dikembangkan.
Kedua jenis kota baru penunjang ini juga dapat merupakan
kota baru dari satu kesatuan kawasan wilayah metropolitan.
Contohnya, Tangerang dan Bekasi sering dianggap sebagai
Jakarta, karena keduanya telah dianggap sebagai satu kesatuan
wilayah dengan Jakarta. Kota baru yang dekat dengan kota
metropolitan akan menunjang fungsi wilayah kota metropolitan
yang berfungsi sebagai kota utama. 67
2.3Kota Mandiri
Kota Mandiri merupakan kawasan transmigrasi yang
pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat
67 Paulus Hariyono, loc. cit.
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pertumbuhan, sehingga mempunyai fungsi perkotaan melalui
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.68
Yaitu kota baru yang direncanakan dan dikembangkan
tersendiri yang walaupun fungsinya berkaitan dengan kota-kota
yang telah tumbuh dan berkembang, tetapi kota-kota ini
dikembangkan dengan fungsi khusus yang berkaitan dengan
potensi tertentu. Kota ini (mandiri) dapat dibangun sama sekali baru
di atas suatu wilayah kosong atau dari suatu pemukiman atau kota
kecil yang kemudian dikembangkan sehingga memiliki suatu
kelengkapan sebagai suatu kota. Kota ini dikatakan sebagai
independent new town atau self sufficient new town atau kota baru
mandiri.
Kota baru mandiri secara ekonomis dan sosial dapat
memenuhi kebutuhannya sendiri atau paling tidak sebagian besar
penduduknya. Dari segi geografis, kota baru mandiri berada pada
suatu wilayah tersendiri pada jarak yang cukup jauh dari kota yang
telah ada dan secara fisik terpisah oleh suatu wilayah bukan
pemukiman seperti pertanian, hutan, jalur hijau, atau suatu wilayah
non-urban lainnya. Ukuran jarak fisik dari kota induk tergantung
pada luas kawasan pusat kota induk. Semakin luas wilayah pusat
kota induk, maka memungkinkan semakin jauh kota baru itu
dibangun dari induknya. Sebaliknya, jika bila wilayah pusat kota
68 Hatta Tampubulon, et al. Penerapan Kriteria Clear and Clean (Sulawesi Tengah: FPP, HUMA,
YMP, PATRI, 2013) Hal. 18.
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induk sempit, jarak kota baru dengan kota induk dapat agak
dekat.69
Kota-kota yang termasuk dalam kota baru mandiri dapat
dirancang secara khusus menjadi suatu kota dengan fungsi tertentu
seperti berikut ini:70
 Kota baru pusat pemerintahan
 Kota industri
 Kota pertambangan
 Kota usaha kehutanan
 Kota instalasi ketenagaan
 Kota instalasi militer
 Kota pusat rekreasi
 Pemukiman khusus berskala besar, dan lain sebagainya.
Perencanaan yang akan dilakukan dalam Kota Mandiri tidak
sekedar pendekatan teknik melalui master plan semata karena
ruang yang akan direncanakan tentu saja berpenghuni, melainkan
sangat terkait dengan keberadaan penataan ruang yang ada di
wilayah yang akan dibangun menjadi kota mandiri. Dalam
penyelengggaraannya, pemerintah daerah berkewajiban
melaksanakan serangkaian tahapan yang berkaitan dengan
penataan ruang.71
69 Ibid., hal. 134
70 Paulus Hariyono, loc. cit.
71 Hatta Tampubulon, et al., op.cit., hal. 19.
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Prinsip utama dalam pembangunan kota baru mandiri adalah
kemandirian (self containment) dan keseimbangan (balance
development). Kemandirian dalam arti kota baru mandiri haruslah
benar-benar mandiri dengan ketersediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial, lapangan kerja, pendidikan, rekreasi, pembelanjaan,
taman, kuburan, dan lain-lain. Keseimbangan menyaratkan bahwa
penduduknya akan merupakan campuran yang seimbang dan
harmonis dari berbagai tingkat sosial, ekonomi, kelompok umur dan
tingkat pendidikan serta keahliannya.72
Dengan kerangka pemikiran bahwa dalam mewujudkan kota
mandiri, hal-hal yang dilakukan adalah:73
 Adanya kemitraan professional antara penentu kebijakan
(pemerintah), pengusaha dan masyarakat luas sejak
awal dalam penyusunan perencanaan tata ruang
perkotaan.
 Bahwa prosedur pengadaan tanah dan memperoleh izin
lokasi hingga pengadaan tanah dang anti rugi senantiasa
dilakukan pengawasan, bagi yang melanggar dikenakan
sanksi.
 Bahwa pembangunan kota mandiri, haruslah sesuai
dengan tata ruang perkotaan (penatagunaan tanah)
72 Sri Susyanti Nur, op. cit., hal. 8.
73 Sri Susyanti Nur, loc. cit.
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dengan penekanan pada kelengkapan sarana dan
fasilitas (mandiri) keseimbangan dan lingkungan.
3. Kota Baru Dalam Sebuah Kota
Kota mandiri didalam sebuah kota, yaitu suatu kota yang
dibangun kembali pada sebagian besar area kota yang telah ada.
Kota yang telah ada diperbarui secara total karena berbagai sebab.
Dapat disebabkan karena kota itu telah kumuh dan sulit untuk
diperbaiki. Sebagai contoh, kota Singapura kawasan Orchard
semula merupakan suatu perkebunan dan pemukiman yang tidak
layak. Oleh pemerintah kawasan ini dibongkar menjadi kawasan
modern sehingga menjadi landmark kota Singapura.
Konsep kota baru dalam kota dapat membantu mengubah
lingkungan fisik kota dalam memenuhi tujuan sosial dan kebutuhan
sumber daya manusia. Karena konsep kota baru menyangkut
rehabilitasi berskala besar, modernisasi, dan peremajaan pusat
kota. Konsep ini mendorong agar fungsi-fungsi kawasab tertentu
diubah sehingga memungkinkan suatu lingkungan kehidupan yang
menyediakan kegiatan-kegiatan menarik sehingga orang ingin
bermukim di kota baru.74
74 Paulus Hariyono, op. cit., hal. 140.
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4. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Dalam Kota Mandiri
4.1 Definisi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Fasilitas atau kepentingan umum dapat dikatakan untuk
keperluan, kebutuhan, atau kepentingan orang banyak, dan tujuan
yang luas. Fasilitas/kepentingan umum adalah termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari
rakyat, dengan memperhatikan segi-segi sosial, politik, psikologis,
dan hankamnas atas asas-asas pembangunan nasional dengan
mengindahkan ketahanan nasional serta wawasan nusantara.75
Didalam Pasal 1 ayat (2) Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1973 Tentang  Pelaksanaan Pencabutan
Hak-Hak Atas Tanah Dan  Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya,
bentuk-bentuk kegiatan Pembangunan yang mempunyai sifat






f. Ilmu Pengetahuan dan Seni Budaya;
g. Kesehatan;
h. Olahraga;
75 John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988) hal.40.
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i. Keselamatan Umum terhadap bencan alam;
j. Kesejahteraan Sosial;
k. Makam/Kuburan;
l. Pariwisata dan rekreasi;
m. Usaha-usaha ekonomi yang bermanfaat bagi
kesejahteraan umum.
Definisi dari fasilitas umum adalah fasilitas atau utilitas yang
diadakan untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan umum,
yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan bersifat publik.
Contoh dari fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalanan, saluran
air, got/kanal, jembatan, fly over, under pass, halte, alat
penerangan umum, jaringan listrik, trotoar, jalur busway, tempat
pembuangan sampah, dan lain sebagainya.
Sedangkan definisi/pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas
yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta (developer) yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan
pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti
rumah sakit, puskemas, pelayanan umum, klinik, sekolah, tempat
ibadah, pasar, tempat rekreasi, ruang terbuka hijau, taman
bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, pemakaman, dan lain
sebagainya.
Pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan
syarat yang wajib disediakan oleh pihak pengembang (developer)
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untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas
Tata Ruang. Hal tersebut dapat dilihat dengan siteplan atau
masterplan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Dinas
Tata Ruang atau Pemerintah Kota yang kemudian disahkan
sehingga IMB atas perumahan tersebut dapat keluar. Pada siteplan
tersebut jelas bagian yang diperuntukkan untuk lahan fasum dan
fasos.76
Kemandirian dalam arti kota baru mandiri haruslah benar-
benar mandiri dengan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas
sosial, lapangan kerja, pendidikan, rekreasi, pembelanjaan, taman,
kuburan, dan lain-lain.77
4.2 Tahap Pengendalian Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Dalam pengadaan fasum dan fasos yang diisyaratkan dalam
pengajuan izin lokasi, dilakukan berbagai proses dan tahap untuk
pengendalian didalamnya mulai dari tahap awal hingga tahap
pengelolaan. Proses ini merupakan proses yang menyatu dengan
proses pembangunan keseluruhan. Tahapan dalam pembangunan
fasum dan fasos adalah sebagai berikut :78
76 N.M Wahyu Kuncoro, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) Hal.
227.
77 Sri Susyanti Nur, op. cit., hal. 8
78 Rifky Tamsir, 2012. Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Sosial (Fasos) dan Fasilitas Umum
(Fasum) Pada Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kota Makassar (Skripsi: Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar)
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1. Tahap Perencanaan; tahap ini meliputi izin lokasi, izin
perencanaan, IMB, serta bagaimana status tanah tempat fasum
dan fasos direncanakan.
2. Tahap Pembangunan; pada tahap pembangunan, tanah
dimatangkan dan di atasnya dibangun perumahan, fasum dan
fasos sebagaimana yang telah ditetapkan dalam izin lokasi yang
telah disetujui. Dalam tahap ini, pemerintah daerah berperan
mengawasi pembangunan tersebut, sesuai standar dan
peraturan yang berlaku secara kontinyu agar terhindar dari
pelanggaran.
3. Tahap penyerahan; tahap penyerahan harus sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2009 Tentang
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman ke Pemerintah Daerah. Penyerahan yang
dimaksud dalam PerMendagri tersebut adalah penyerahan
seluruh atau sebagian fasum fasos berupa tanah dan bangunan
dalam bentuk asset.
4. Tahap pengelolaan dan pemeliharaan; setelah dilakukan tahap
penyerahan, developer sudah tidak bertanggungjawab atas






Berdasarkan judul skripsi penulis, maka penulis akan melakukan
penelitian di Kota Makassar, yaitu pada Kawasan Kota Mandiri
Tanjung Bunga, khususnya di PT Gowa Makassar Tourism
Development (GMTD) Tbk. selaku pengembang (developer) yang
mengembangkan wilayah Tanjung Bunga. Kota Makassar.
B. Jenis Data dan Sumber Data
Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil
penelitian empiris penulis :
a) Data primer, Jenis data primer adalah data yang bersumber dari
responden melalui wawancara dengan pihak-pihak yang
berhubungan dengan penelitian ini di lapangan. (field research)
b) Data sekunder, adalah jenis data yang bersumber dari penelitian
kepustakaan yaitu data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk
buku-buku, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah,
bahan-bahan hukum maupun non hukum. (library research)
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C. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pengembang dan warga
perumahan di dalam wilayah Tanjung Bunga. Dari populasi tersebut,
selanjutnya ditarik sampel yang dianggap memenuhi kriteria sebagai
responden. Sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Pihak PT. GMTD TBK Tbk, selaku pengelola dan pengembang
wilayah Tanjung Bunga
2. Warga perumahan yang ada dalam wilayah Tanjung Bunga
sebanyak 50 responden.
D. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian empiris. Pengumpulan data dalam penelitian hukum
empiris dapat dilakukan dengan teknik observasi, dan wawancara.
1. Observasi/ Pengamatan
Teknik pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan
dapat dilakukan secara langsung di lapangan. Dalam hal ini peneliti
melibatkan diri secara aktif melihat dan memperhatikan fasilitas-
fasilitas umum yang terbangun didalam Kota Mandiri Tanjung
Bunga.
2. Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi
dari semua pihak yang berhubungan dengan Penataan Fasilitas
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Umum Sesuai dengan Peruntukan Lahan di Kota Mandiri Tanjung
Bunga, Kota Makassar. Dengan menggunakan metode ini
diharapkan data yang diperoleh akurat dan tepat dalam
penyusunan skripsi ini.
E. Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil kuisioner dan wawancara dianalisis
secara kualitatif yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis
untuk mencapai titik jelas dari masalah yang diangkat. Hasilnya akan
disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan
dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat
kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasill tersebut kemudian ditarik




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penataan Fasilitas Umum di Tanjung Bunga
1. Pengertian Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
Pengadaan fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan
syarat yang wajib disediakan oleh pihak pengembang (developer)
untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas
Tata Ruang. Hal tersebut dapat dilihat dengan siteplan atau
masterplan yang diserahkan oleh pihak pengembang kepada Dinas
Tata Ruang atau Pemerintah Kota yang kemudian disahkan
sehingga IMB atas perumahan tersebut dapat keluar. Pada siteplan
tersebut jelas bagian yang diperuntukkan untuk lahan fasum dan
fasos.79
Saat ini, istilah fasum dan fasos disebut sebagai Prasarana
Sarana dan Utilitas (PSU). Peraturan mengenai PSU diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman di Daerah. Peraturan yang lebih spesialis
mengenai PSU di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri,
79 N.M Wahyu Kuncoro, 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015) Hal.
227.
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Perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Dan Peraturan
Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2015 Tata Cara Pembayaran
Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, Pengawasan dan
Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
Pengertian Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan
Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk
penyelenggaraan dan pengembangan kehiduan ekonomi, sosial,
dan budaya. Dan yang disebut dengan utilitas adalah sarana
penunjang untuk pelayanan lingkungan.
2. Penataan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Tanjung
Bunga
PT. GMTD Tbk adalah pengembang yang ditunjuk oleh
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan
lahan seluas 1000 hektar (300 hektar terletak di Kecamatan
Palangga Kabupaten Gowa, 700 hektar terletak di Kecamatan
Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar) melalui Surat
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 138/II/1995.
60
Pemegang saham dari PT. GMTD Tbk meliputi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah
Kabupaten Gowa, Yayasan, dan Masyarakat.
Berdasarkan Surat Rekomendasi Walikota Makassar Nomor
556.1/26/DTK Tentang Peruntukan Lahan/Lokasi Pembangunan
Kawasan Pariwisata Tanjung Bunga, perbandingan tanahnya
adalah 60% untuk bangunan dan 40% untuk sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah jalan, sarana
pembuangan air hujan, saluran pembuangan air limbah, sarana
pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana
olahraga, ruang terbuka (taman), sarana kebersihan, dan sarana
keamanan.
Di dalam wilayah Tanjung Bunga, terdapat kurang lebih 30
cluster perumahan yang dikelola oleh PT. GMTD Tbk selaku
pengembang, kemudian penataan prasarana, sarana, dan utilitas
disebar ke tiap-tiap cluster perumahan. Namun ada juga beberapa
PSU yang terletak diluar cluster perumahan.
Karena PSU disediakan oleh pihak PT. GMTD Tbk pada
setiap cluster, maka tahapan pengadaan PSU dilakukan dengan
cara perencanaan siteplan. Pembangunan untuk pengadaan PSU
di Tanjung Bunga mengacu pada setiap siteplan cluster perumahan
yang akan dibangun. Akan tetapi tidak terlepas dari perencanaan
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awal masterplan Tanjung Bunga dengan porsi khusus untuk
prasarana, sarana dan utilitas yakni 40% dari keseluruhan lahan.
Sebelum sebuah perumahan di wilayah Tanjung Bunga
dibangun, terlebih dahulu siteplan disahkan dan disetujui oleh
Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang dan
Bangunan. Sehingga tidak bertentangan dengan penatagunaan
tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
PT. GMTD Tbk telah menyiapkan lahan untuk prasarana,
sarana, dan utilitas yang saat ini telah dimanfaatkan oleh
masyarakat dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota
Makassar. PSU yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut
:80
1. Prasarana
a. Jalan raya tembus wilayah Tanjung Bunga menuju jalan
Hartaco
Letak : Tanjung Bunga menuju Hartaco (Maccini Sombala)
b. Saluran air (drainase)
Letak : Sudah disediakan di setiap cluster perumahan dan
seluruh wilayah Tanjung Bunga
c. Jalanan akses ke setiap cluster perumahan
2. Sarana
a. Tempat Pemakaman Umum Sumana
80 Pihak PT. GMTD Tbk, Wawancara, PT. GMTD Tbk, Makassar, 26 Januari 2017.
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Letak : Kelurahan Sumana, Wilayah Barombong
TPU Sumana berada diluar wilayah Tanjung Bunga namun
hal ini diperbolehkan berdasarkan Pasal 12 Perda Kota
Makassar Nomor 9 Tahun 2011 ayat (1)81
b. Tempat Pemakaman Umum di Samping Polsek Tamalate
Letak : Kelurahan Maccini Sombala
c. Taman dan Ruang Terbuka Hijau
Letak : Ruang terbuka hijau sepanjang jalan Metro Tanjung
Bunga (taman yang berada ditengah sebagai
pembatas jalan, dan di pinggir jalan) dan sepanjang
jalan cluster perumahan. Setiap cluster perumahan
juga disediakan taman.
d. Sarana pemerintahan : Kantor Camat Tamalate
Letak : Di samping danau
Kantor Camat Tamalate oleh PT. GMTD Tbk diberikan tanah
beserta bangunannya dan telah dimanfaatkan. Hal ini telah
sesuai dengan Perda Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011
pasal 11 ayat (5), dan Perwali Kota Makassar Nomor 97
Tahun 2015 Pasal 18 ayat (1), bahwa untuk sarana
pemerintahan dan pelayanan umum diserahkan oleh
81 a. membangun atau mengembangkan makam didalam atau diluar lokasi pembangunan
perumahan, seluas 2% dari keseluruhan luas lahan.
b. menyerahkan kompensasi berupa uang kepada pemerintah daerah senilai 2% dari luas lahan
dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah di lokasi setempat yang akan digunakan untuk
pembangunan dan pengembangan makam milik pemerintah daerah.
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pengembang berupa tanah siap bangun atau tanah dan
bangunan yang telah selesai.
e. Sarana peribadatan berupa 4 mesjid yang disebar ke cluster-
cluster perumahan
Letak : Perumahan Taman Toraja, Perumahan Taman
Losari 2000, Perumahan Kayangan, dan Mesjid
Madani.
f. Sarana olahraga
Letak : Disebar ke tiap-tiap cluster perumahan berupa family
Club (kolam renang, lapangan basket, dan lain-lain).
Pada perumahan Elysium tersedia kiddy pool, pada
perumahan Amaryllis tersedia kolam renang dan
lapangan basket, pada perumahan espana tersedia
taman bermain untuk anak-anak.
g. Sarana rekreasi yaitu Pantai Akkarena
h. Sarana perniagaan yaitu GTC Mall, ruko-ruko untuk pusat
bisnis, perkantoran dan niaga.
3. Utilitas
a. Gardu induk PLN
Letak : Dalam wilayah tanjung bunga, berdekatan dengan
Akademi Pariwisata. Kelurahan Tanjung Merdeka.
Luas : Kurang lebih 2 hektar
b. Gardu listrik
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Letak : Berdekatan dengan GTC Mall
c. Instalasi listrik
Letak : Sudah disediakan di setiap cluster perumahan dan
seluruh wilayah Tanjung Bunga
d. Penerangan Umum
Letak : Sudah disediakan di setiap jalan cluster perumahan
dan Jalan Metro Tanjung Bunga
e. Jaringan air bersih
f. Jaringan telepon
g. Jaringan transportasi berupa bus
Namun, ada pula sarana dan utilitas yang berada di wilayah
Tanjung Bunga tetapi bukan dimiliki dan dikelola oleh pihak PT.
GMTD Tbk, melainkan pemerintah, pihak developer (pengembang)
ataupun swadaya. Adapun dan PSU yang dimaksud adalah
sebagai berikut :
1. Sarana pendidikan : SD Bayang, Sekolah Dian Harapan,
Universitas Atmajaya, Akademi Pariwisata.
2. Sarana kesehatan : Rumah sakit Siloam, Puskesmas
Barombong
3. Sarana peribadatan : Mesjid dan gereja.
4. Sarana pemerintahan dan pelayanan umum : Kantor lurah
Tanjung Merdeka dan Polsek Tamalate.
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5. Sarana rekreasi dan pariwisata : Wisata Pantai Tanjung
Bayang, Wisata Pantai Barombong.
6. Sarana perniagaan : Trans Mall.
7. Sarana pertemuan : Upper Hills, Celebes Convention Centre.
8. Utilitas pemadam kebakaran.
Beberapa developer membeli tanah dari pihak PT. GMTD
Tbk, ada juga yang memiliki tanah tersebut sejak awal, sehingga
pengelolaan pengembangan tanahnya bukan merupakan
kewenangan PT. GMTD Tbk selaku penanggung jawab
pengembangan wilayah Tanjung Bunga. Pengembang selain PT.
GMTD Tbk yang mengembangkan tanahnya di dalam Tanjung
Bunga, merupakan investor yang seharusnya berkoordinasi terlebih
dahulu dengan PT. GMTD Tbk. Karena PT. GMTD Tbk adalah
pihak pengembang yang memiliki AMDAL kawasan dan izin
lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup. Jadi setiap kegiatan
usaha yang dilakukan di Tanjung Bunga seharusnya berkoordinasi
terlebih dahulu dengan pihak PT. GMTD Tbk.82
Sejauh ini, masyarakat yang tinggal dalam wilayah Tanjung
Bunga merasa aksesnya dengan PSU yang tersedia cukup mudah
karena ada beberapa sarana yang penataannya strategis dan
dapat dijangkau dengan mudah. Namun ada pula beberapan
sarana yang terpencil sehingga minim orang yang mengetahui,
82 Pihak PT. GMTD Tbk, Wawancara, PT. GMTD Tbk, Makassar, 26 Januari 2017.
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karena aksesnya cukup sulit. Peran masyarakat setempat adalah
konsumen yang menggunakan prasarana, sarana dan utilitas yang
tersedia dalam wilayah Tanjung Bunga. Namun, untuk beberapa
keperluan utama sehari-hari, masyarakat setempat masih harus
keluar dari wilayah Tanjung Bunga.83
3. Penatagunaan Tanah di Tanjung Bunga Sesuai Zonasi
Peruntukan Lahan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Makassar
Wilayah Tanjung Bunga, sebagian wilayahnya adalah
kecamatan Mariso dan sebagian kecamatan Tamalate. Dalam
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar, telah ditetapkan
zonasi peruntukan ruang/lahan untuk kecamatan Mariso dan
kecamatan Tamalate.
 Pada pasal 57 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan
penatagunaan tanah terkini yaitu dengan lebih dari 30 cluster
perumahan yang telah dibangun oleh PT. GMTD Tbk di wilayah
Tanjung Bunga. Baik perumahan kelas atas, kelas menengah
83 Data primer (kuisioner)
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dan kelas menengah ke bawah. Sehingga penatagunaan
tanahnya dapat dikatakan Sesuai (S).
 Pada pasal 58 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan jasa skala pelayanan lingkungan, dan
kawasan peruntukan perdagangan baik skala lokal maupun
skala internasional. Untuk kawasan jasa skala pelayanan
lingkungan, didalam wilayah Tanjung Bunga tersedia kantor
lurah Tanjung Merdeka, kantor camat Tamalate, dan juga ada
utilitas pemadam kebakaran. Kemudian untuk peruntukan
perdagangan baik lokal, nasional maupun internasional,
tersedia ruko untuk untuk business centre, Trans Mall, dan GTC
Mall dengan berbagai departemen store, bahkan ada pula pasar
tradisional dalam wilayah Tanjung Bunga. Saat ini juga telah
dalam tahap pembangunan yaitu Centre Point of Indonesia
yang akan semakin melengkapi Tanjung Bunga sebagai
kawasan perdagangan skala internasional. Penatagunaan
tanahnya Sesuai (S).
 Pasal 59 RTRW Kota Makassar menyebutkan bahwa
Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung
Bunga) diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan
perkantoran. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya terbangun
ruko untuk niaga di dalam wilayah Tanjung Bunga yang telah
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dimanfaatkan untuk berbagai perkantoran. Juga terbangun
gedung Bank Mega sebagai perkantoran. Dalam proses
pembangunan yaitu CPI sebagai pusat perkantoran di Indonesia
bagian Timur. Penatagunaan tanah dapat dikatakan Sesuai (S).
 Pada pasal 62 RTRW Kota Makassar, disebutkan bahwa
Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate (Wilayah Tanjung
Bunga) diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan pariwisata
dan pengembangan kawasan bisnis pariwisata terpadu. Untuk
kawasan pariwisata, Tanjung Bunga memiliki Pantai Akkarena,
Tanjung Bayang, Pantai Barombong, dan sepanjang kawasan
pesisir. Ada pula theme park Trans Studio Makassar sebagai
kawasan bisnis pariwisata terpadu. Sehingga penatagunaan
tanahnya dapat dikatakan Sesuai (S).
 Dalam Pasal 67 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan peruntukan pertahanan keamanan Negara
(TNI) dan kantor bela Negara. Untuk Kecamatan Tamalate,
telah ada Batalyon Armed 6-76/TRK. Untuk Kecamatan Mariso,
ada Batalyon Yon Zipur 8/SMG dan juga ada Kantor Bela
Negara Wolter Monginsidi. (Sesuai RTRW Kota Makassar).
Meskipun letaknya berada diluar wilayah Tanjung Bunga,
namun sudah sesuai dengan RTRW Kota Makassar untuk
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peraturan zonasi pada tiap kecamatan. Sehingga penatagunaan
tanahnya Sesuai (S).
 Pada Pasal 69 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan peruntukan pelayanan olahraga. Pada
wilayah Tanjung Bunga, saat ini belum sesuai karena belum ada
sarana olahraga yang bisa dipergunakan untuk umum,
melainkan sarana olahraga disediakan pada cluster perumahan.
Namun, saat ini sedang dalam tahap pembangunan yaitu
stadium dan sarana olahraga untuk para atlit di sekitar
Barombong. Jadi penatagunaan tanahnya Sesuai (S).
 Pasal 70 RTRW Kota Makassar menyebutkan bahwa
Kecamatan Mariso dan Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung
Bunga) diperuntukkan sebagai kawasan peruntukan pelayanan
pusat kesehatan baik internasional maupun lingkungan. Untuk
pelayanan kesehatan skala internasional, telah dimanfaatkan
rumah sakit siloam dan untuk pelayanan kesehatan skala
lingkungan telah dimanfaatkan pula puskesmas di wilayah
barombong. Penatagunaan tanahnya dapat dikatakan Sesuai
(S).
 Pada pasal 73 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran,
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dan sosial budaya. Dalam hal ini, telah terbangun Celebes
Convention Centre (CCC) yang telah beberapa tahun digunakan
oleh masyarakat. Ada juga gedung upper hills. Selain itu, saat
ini dalam proses pembangunan yaitu Centre Point of Indonesia.
Ketiga sarana tersebut digunakan untuk kegiatan pertemuan,
pameran, dan sosial budaya. Sehingga penatagunaan tanah
sesuai zonasi peruntukan ruangnya dapat dikatakan Sesuai (S).
 Pada Pasal 75 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan peruntukan ruang reklamasi. Sebagaimana
yang kita tahu saat ini sedang dilakukan reklamasi di sekitar
Pantai Losari untuk pembangunan Centre Point of Indonesia.
Kegiatan reklamasi ini mendukung kesesuaian dengan zonasi
peruntukan lahan dalam RTRW Kota Makassar dan tidak
mengganggu fungsi pokok kawasan. Sehingga penatagunaan
tanah/ruang dapat dikatakan Sesuai (S).
 Dalam Pasal 79 RTRW Kota Makassar, Kecamatan Mariso dan
Kecamatan Tamalate (wilayah Tanjung Bunga) diperuntukkan
sebagai kawasan strategis Nasional dan Provinsi yang
mempunyai pengaruh sangat penting. Hal ini dapat dilihat
dengan akses jalan tol menuju bandara yang dekat dan mudah.
Sehingga wilayah Tanjung Bunga memang sangat strategis,
karena dekat dengan berbagai icon menonjol dari Kota
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Makassar, seperti Pantai Losari. Untuk kawasan strategis
provinsi, Tanjung Bunga juga menjadi akses yang
menghubungkan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten
Takalar. Centre Point of Indonesia yang tengah dalam proses
pembangunan adalah bentuk strategis Tanjung Bunga yang
mempunyai pengaruh sangat penting baik Provinsi maupun
Nasional. Penatagunaan tanahnya Sesuai (S).
Di dalam wilayah Tanjung Bunga, ada pula terbangun
sarana yang zonasi peruntukannya tidak diatur dalam RTRW Kota
Makassar, yaitu :
 Sarana pendidikan : Sekolah Dian Harapan, Akademi
Pariwisata, Universitas Atmajaya, SD Bayang.
Namun sifat kegiatannya tidak mengganggu bahkan
mendukung fungsi kawasan Tanjung Bunga yaitu menuju Kota
Mandiri dengan ketersediaan sarana yang lengkap. Meskipun
peruntukan sarana pendidikan tersebut tidak diatur dalam RTRW
Kota Makassar, namun keberadaannya dapat dipertahankan
karena memberikan kontribusi/dukungan terhadap perwujudan
rencana peruntukan tanah atau rencana fungsi kawasan di masa
mendatang, yaitu mewujudkan sebuah kota mandiri. Sehingga
penatagunaan tanah terkini untuk sarana pendidikan tersebut dapat
dikatakan Mendukung (M).
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4. Penyerahan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Prasarana
Sarana Utilitas) Kepada Pemerintah
Tata cara penyerahan PSU kepada pemerintah di Kota
Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 97
Tahun 2015 Tata Cara Pembayaran Uang Kompensasi, Verifikasi,
Penyerahan, Pengawasan dan Pengendalian Prasarana, Sarana
dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan
Permukiman.
Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah
penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa
bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan
dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Pengembang/developer menyerahkan PSU kepada Pemerintah
Kota Makassar paling lambat satu tahun setelah masa
pemeliharaan sesuai dengan rencana tata letak. Setelah
diserahkan, Pemerintah Kota Makassar menjadi penanggung jawab
sepenuhnya untuk mengelola PSU tersebut.
Di dalam wilayah Tanjung Bunga, ada fasilitas umum yang
belum diserahkan kepada pemerintah Kota Makssar oleh PT.
GMTD TBK Tbk, yaitu :
1. Jalan Metro Tanjung Bunga
Letak : Sepanjang Jalan Utama Wilayah Tanjung Bunga
Luas : -
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Sebab belum diserahkannya prasarana yaitu jalan metro
tanjung bunga sebagai jalan utama oleh PT. GMTD Tbk selaku
developer, adalah karena pembangunan wilayah Tanjung Bunga
belum selesai, dan pihak PT. GMTD Tbk selalu mengacu kepada
peraturan yang paling spesialis dan terbaru, dalam hal ini Peraturan
Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2015 Tata Cara Pembayaran
Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, Pengawasan dan
Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan
Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman. Didalam
Pasal 19 ayat (1) huruf b Perwali Kota Makassar Nomor 97 Tahun
2015 dinyatakan bahwa “untuk prasarana dan utilitas, diserahkan
oleh perusahaan/pengembang setelah pembangunan mencapai
paling sedikit 75% dan paling banyak 90% dari rencana
pembangunan kawasan.” Sementara pembangunan untuk
pengembangan wilayah Tanjung Bunga oleh PT. GMTD TBK belum
mencapai 75%, saat ini masih kurang lebih 35% dari keseluruhan
lahan dari masterplan, sehingga pihak PT. GMTD TBK belum
menyerahkan Jalan Metro Tanjung Bunga.
Selain itu, pihak PT. GMTD TBK juga saat ini masih
melakukan pembangunan pada 65% wilayah yang belum
dikembangkan, sehingga jika jalan metro tanjung bunga diserahkan
kepada Pemerintah Kota Makassar, maka pihak PT. GMTD TBK
akan kesulitan melakukan pembangunannya. Pihak PT. GMTD
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TBK akan menyerahkan jalan metro tanjung bunga apabila
pembangunan dan pengembangan sudah mencapai 75% sampai
dengan 90% berdasarkan Perwali Kota Makassar Nomor 97 Tahun
2015.84
Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun 2009, penyerahan PSU di perumahan dan
permukiman bisa dilakukan secara bertahap apabila pembangunan
dilakukan secara bertahap. Lalu apabila pembangunan
direncanakan tidak bertahap/sekaligus, maka penyerahan fasum
fasos juga harus dilaksanakan secara sekaligus. Jika ditinjau dari
Pasal ini, pembangunan di Tanjung Bunga oleh PT. GMTD TBK
dilakukan secara bertahap, selama 10 tahun terakhir dari 1000
hektar luas lahan, 35% telah terbangun. Maka penyerahan PSU
juga dapat dilakukan secara bertahap.
Sesuai dengan kenyataan di Tanjung Bunga, penyerahan
PSU yang ada dalam setiap cluster oleh PT. GMTD TBK kepada
pemerintah kota Makassar diserahkan lahan dan bangunannya dan
secara sekaligus pada saat pembangunan perumahan telah
selesai. Kecuali untuk jalan metro tanjung bunga memang belum
diserahkan karena wilayah Tanjung Bunga belum terbangun secara
keseluruhan dan pembangunannya dilakukan secara bertahap.
84 Pihak PT. GMTD Tbk, Wawancara, PT. GMTD Tbk, Makassar, 26 Januari 2017.
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B. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Untuk Mewujudkan Tanjung
Bunga Sebagai Kota Mandiri
1. Kriteria Kota Mandiri
Definisi dan konsep kota baru mandiri jika dilihat dari segi
ekonomi dan sosial adalah ketika kota tersebut mampu memenuhi
kebutuhannya sendiri, atau paling tidak sebagian besar
penduduknya, dan secara geografis berlokasi diwilayah tersendiri,
berjarak cukup jauh dari kota utama sekitar 80 Km2 dan
bukan lahan pertanian. Kota baru mandiri akan tercipta jika
masyarakat tersebut telah terpenuhi seluruh kebutuhan utamanya
dalam skala pelayanan lokal. Sebagian besar aktivitas dari
masyarakat dilakukan didalam kota tersebut, hanya sedikit
pergerakan yang terjadi keluar wilayah karena kemudahan jarak
(keterjangkauan) dalam pencapaian ke fasilitas-fasilitas yang
tersedia.
Terdapat empat indikator pencapaian suatu kota menjadi
mandiri ditinjau dari fungsi sosio-ekonomis, yaitu: memiliki potensi
yang mampu menunjang kehidupannya sendiri, berperan sebagai
pusat pengembangan wilayah sekitarnya, menjadi daya tarik bagi
penduduk sekitarnya (counter magnet), dan memiliki sistem bentuk
kota yang spesifik dan geografisnya. Empat poin indikator inilah
yang menunjukkan kesuksesan pembangunan kota baru sebagai
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kota yang mandiri, jika satu poin saja tidak terpenuhi maka
pembangunan kota baru dapat dinilai belum sukses.
2. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Tanjung Bunga dalam
Mewujudkan Kota Mandiri
Tanjung Bunga memang direncanakan untuk pembangunan
kota mandiri. Pembangunan kota mandiri ini lebih difokuskan untuk
perumahan skala besar (berbagai cluster) dan area komersil.
Karena pemegang saham dari PT. GMTD Tbk meliputi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah
Kabupaten Gowa, Yayasan, dan Masyarakat, maka
pengembangan PT. GMTD Tbk sebenarnya tujuan utamanya
adalah untuk mengembangakan dan memajukan Wilayah Kota
Makassar, Kabupaten Gowa dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan
pemerataan pembangunan di segala bidang. Bukan menjadikan
Tanjung Bunga sebagai kota mandiri yang memisahkan diri dari
Kota Makassar sebagai kota induknya. PT. GMTD Tbk adalah
pengembang yang merupakan bagian dari Kota Makassar yang
ingin membuat Kota Makassar lebih berkembang.85
Jika ditinjau kembali pada indikator pencapaian kota mandiri,
yaitu :
85 Pihak PT. GMTD Tbk, Wawancara, PT. GMTD Tbk, Makassar, 26 Januari 2017.
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1. Poin pertama, sebuah kota mandiri harus mampu memenuhi
segala kebutuhan masyarakatnya sendiri (self containment),
dan sebagian besar aktifitas masyarakat dilakukan didalam kota
mandiri tersebut. Kota mandiri berjarak cukup jauh dari kota
utama yaitu sekitar 80 Km2. Di Tanjung Bunga, warga yang
tinggal dalam wilayahnya masih beraktifitas di luar wilayah
Tanjung Bunga, dan bergantung pada Kota Makassar
(commuter). Selain itu, jarak dari pusat Kota Makassar sangat
dekat dengan akses yang sangat mudah.
2. Poin kedua, sebuah kota mandiri berperan sebagai pusat
pengembangan wilayah sekitarnya. Tanjung Bunga sudah
berperan sebagai pusat pengembangan wilayah Kota Makassar
dengan pemerataan pembangunan disegala bidang dan
merupakan icon Kota Makassar yang menonjol.
3. Poin ketiga, kota mandiri mampu menjadi daya tarik bagi
penduduk sekitarnya (counter magnet). Tanjung Bunga mampu
menjadi counter magnet bagi penduduk Kota Makassar, dengan
berbagai sarana komersil yang menarik dan perumahan yang
dilengkapi dengan PSU, serta tersedianya sarana pariwisata,
dan beberapa lapangan pekerjaan.
4. Poin keempat, memiliki sistem bentuk kota yang spesifik dan
geografisnya. Tanjung Bunga memiliki masterplan dan siteplan
untuk pedoman pembangunannya, yang tentunya sesuai
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dengan RTRW Kota Makassar. Namun tidak memiliki bentuk
kota secara spesifik dan geografis.
Tanjung Bunga telah berperan sebagai pusat
pengembangan wilayah Kota Makassar, dan menjadi daya tarik
bagi penduduk sekitar. Tetapi, warga Tanjung Bunga masih
melakukan aktifitas diluar wilayahnya untuk sekolah, bekerja,
kuliah, dan aktifitas lain sehari-hari. Karena jarak Tanjung Bunga
dengan Kota Makassar yang sangat dekat dan akses yang sangat
mudah, baik menuju airport, maupun pusat kota karena jaraknya
berdekatan. Semakin terbukanya akses menuju pusat kota dari
sebuah kota baru ternyata kurang mendukung keberlanjutan
konsep kemandirian bagi kota baru tersebut. Selain itu, Tanjung
Bunga juga tidak memiliki bentuk kota secara spesifik dan
geografis. Lalu jika satu poin saja dari indikator kota mandiri yang
tidak terpenuhi maka kota baru tersebut belum dapat dikategorikan
sebagai Kota Mandiri.
Tanjung Bunga, saat ini merupakan kota satelit, yaitu kota
baru yang direncanakan untuk dikembangkan, tetapi masih memiliki
hubungan dekat dengan Kota Makassar sebagai kota induk
berkaitan dengan pekerjaan dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Tanjung Bunga merupakan jenis kota satelit dengan permukiman
skala besar yang dilengkapi dengan berbagai PSU yang warganya
masih banyak bergantung pada peran dan fungsi Kota Makassar.
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Faktor lain yang menggolongkan Tanjung Bunga sebagai kota
satelit adalah lokasinya yang berdekatan dengan pusat Kota
Makassar sesuai kategori kota satelit.
Kota baru dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu
kota baru yang dibangun untuk pusat pemerintahan baru, kota baru
sebagai penunjang kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam, kota
baru sebagai penunjang kegiatan pendidikan, dan kota baru
sebagai solusi permasalahan kota besar dan metropolitan. Saat ini
Tanjung Bunga dapat digolongkan sebagai kota baru satelit yang
menjadi solusi permasalahan Kota Makassar sebagai kota induk
yaitu kurangnya lahan untuk perumahan, Tanjung Bunga hadir
dengan menyediakan berbagai perumahan kelas atas, kelas
menengah, dan kelas menengah kebawah. Selain permasalahan
kurangnya lahan perumahan dan kepadatan di Kota Makassar,
juga termasuk permasalahan kemacetan. Dengan sarana komersil
seperti mall dan pusat perbelanjaan, di Tanjung Bunga
memungkinkan warga untuk tidak berbelanja diluar Tanjung Bunga.
Kalaupun diharuskan untuk keluar dari Tanjung Bunga, warga
Tanjung Bunga dapat melalui jalan tol karena akses Tanjung Bunga
dengan jalan tol yang cukup dekat.
Peran Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan
wilayah Tanjung Bunga adalah fungsi kontrol, pengawasan, dan
pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan
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oleh pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah Kota
Makassar.
3. Perbandingan dengan Kota Mandiri Lain di Indonesia
3.1Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang
Bumi Serpong Damai yang berada di Kota Tangerang
Selatan, merupakan suatu kota baru yang berbasis kota baru
mandiri yang dibangun oleh pihak swasta yaitu Sinarmas Land.
Saat ini, BSD city tergolong kota satelit, dengan perencanaan
pembangunan awal pada tahun 1989, BSD city dibangun untuk
mengurangi beban aktivitas Kota Jakarta sebagai kota utama,
dengan ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang
lengkap yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat yang
hidup di dalam BSD.
Ditengah semakin banyaknya penduduk di Kota Jakarta dan
minimnya lahan untuk permukiman, BSD lahir dengan berbagai
pemukiman skala besar (hunian) mulai dari perumahan kelas atas,
kelas menengah, dan kelas menengah ke bawah. Dengan
ketersediaan fasum fasos seperti area komersil, pusat
perbelanjaan, sarana pendidikan, sarana olahraga, dan lain
sebagainya.
Kota baru BSD  memang dibangun untuk mengurangi
kepadatan di Jakarta sebagai kota utama, namun tidak menjadikan
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kawasan ini sebagai kawasan yang tidak terhubung sama sekali
dengan Jakarta. Akses BSD sangat mudah dijangkau oleh
masyarakat yang menghubungkan Kota BSD langsung dengan
Kota Jakarta. Rencana pembangunannya adalah tersambung
dengan 5 pintu tol, tapi saat ini yang digunakan masih 2,
diantaranya adalah Jalan Tol Jakarta-Tangerang dari Jakarta
melalui simpang susun Tomang kemudian keluar Tangerang pada
Km. 18. Serta Jalan Tol Bintaro Serpong yang terhubung dengan
Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (JORR) dan pada ujungnya terdapat
2 pintu keluar menuju BSD City yaitu Lingkar Barat (km 12) dan
Lingkar Timur BSD (km 10). Sedangkan bagi pengguna kendaraan
umum, pihak pengembang juga menyediakan shuttle bus dan
feeder busway menuju kawasan perkantoran Jakarta setiap
harinya, kereta api menuju sekitar Jabodetabek, serta angkutan
umum di dalam dan sekitar kawasan BSD.
Keseluruhan luas lahan untuk pembangunan BSD City
adalah 6000 hektare. Yang terbagi menjadi tiga tahap
pembangunan dari total luas lahan yang direncanakan. Tahap awal
seluas 1.300 hektar. Tahap kedua akan dikembangkan seluas
2.400 hektar dan tahap ketiga seluas 2.300 hektar.
Saat ini, di dalam kawasan BSD sudah terbangun sekitar 31
cluster perumahan yang berkonsep hijau dengan taman-taman dan
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ruang terbuka hijau di dalamnya. Fasilitas umum dan fasilitas sosial
yang tersedia dalam BSD City kurang lebih sebagai berikut :
1. Fasilitas Umum
a. Jalan raya BSD dan jalan tol
b. Jalan ke setiap cluster
c. Ruang terbuka hijau




f. Saluran air (drainase)
2. Fasilitas Sosial
a. Sarana pendidikan
Kurang lebih 70 sarana pendidikan yang telah beroperasi di
BSD, antara lain yaitu :
Di dalam kawasan Edutown, yaitu lahan seluas 40 hektar
yang didalamnya ada Swiss German University dan
Prasetya Mulya Business School. Kawasan tersebut
dikembangkan dengan konsep yang mengintegrasikan
gedung-gedung universitas dan sekolah berstandar
internasional dengan asrama, communal park, dan
commercial center. Dengan fasilitas seperti gedung
perkuliahan berkualitas, lahan parkir yang luas, kantin dan
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fasilitas pelengkap lainnya, auditorium, sport hall, berbagai
laboratorium. Ada juga sekolah Al-Azhar BSD, sekolah St.
Ursula BSD, Sinarmas Academy, Deutsche Internationale
Schule, SDN Rawabuntu, dan lain-lain.
b. Area komersil dan perkantoran
Yaitu : BSD Green Office Park (gedung perkantoran berbasis
hijau dengan RTH pada seluruh pekarangan), The Breeze,
CBD BSD commercial park (pusat niaga dan komersial
seperti ruko, hotel, dll), Sunburst Office Park, Teras Kota,
Graha Telkom.
c. Pusat perbelanjaan
Yaitu : BSD Plaza, ITC BSD, AEON Mall, BSD Square, BSD
Junction, Summarecon Mall Serpong, dan lain-lain.
d. Sarana olahraga
Lapangan golf, kolam renang (family club) baik pada setiap
cluster, juga kolam renang sebagai fasos BSD, jogging track,




Di dalam BSD terdapat beberapa tempat rekreasi menarik
seperti Ocean Park Water Adventure seluas 7,5 hektare
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yang merupakan salah satu Thematic Waterpark terbesar di
Asia Tenggara. Yang menjadi daya tarik dari BSD City.
g. Rumah sakit dan klinik
Antara lain : Eka Hospital, rumah sakit Medika BSD, klinik
selaras, klinik almira, dan lain-lain.
h. Tempat Ibadah
Masjid yang ada pada setiap cluster, maupun untuk
keseluruhan wilyah BSD. Gereja, dan lain-lain.
Seperti Tanjung Bunga, di BSD City, fasum dan fasos ada
yang tersedia pada setiap cluster, namun ada juga fasum fasos
untuk keseluruhan wilayah BSD City. Namun BSD City dapat
dikatakan lebih unggul dari Tanjung Bunga karena memang lahan
pengembangannya lebih besar dari Tanjung Bunga sehingga
memungkinkan pengadaan fasilitas yang lebih lengkap
Jika ditinjau secara keseluruhan terkait indikator kota baru
mandiri, BSD city belum dapat dikategorikan dalam kota mandiri.
Pada poin pertama syarat kota mandiri, dikatakan bahwa kota
mandiri harus memiliki potensi yang mampu menunjang
kehidupannya sendiri, sedangkan masyarakat penghuni BSD city
masih bergantung pada kota Jakarta selaku kota utama dalam
melakukan kegiatannya sehari-hari (commuter). Pada poin kedua,
yang menjadi indikator kota baru mandiri adalah kemampuan kota
dalam berperan sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya.
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BSD city mampu berperan dalam pengembangan wilayah
sekitarnya, karena setelah BSD sukses merintis pembangunan,
semakin banyak bermunculan kawasan perumahan berskala besar
lainnya disekitar Serpong, Tangerang, perekonomian wilayahpun
menjadi semakin berkembang. BSD city juga sebenarnya
memenuhi poin ketiga penilaian, yaitu sebagai daya tarik bagi
penduduk sekitarnya (counter magnet) karena BSD banyak
membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan,
dan juga memenuhi poin keempat yaitu memiliki sistem bentuk kota
yang spesifik dan geografisnya.
Tetapi bila satu syarat kota mandiri belum terpenuhi, maka
kota baru tersebut belum bisa dikatakan sebuah kota baru mandiri.
Menurut penulis, BSD City saat ini masih tergolong kategori kota
satelit. Karena, kriteria kota satelit semuanya ada di dalam BSD
city. Sebagian besar penduduknya masih melakukan aktivitas di
Kota Jakarta, BSD city juga membantu memecahkan permasalahan
kemacetan dan kepadatan penduduk pada kota Jakarta.  Selain itu
BSD city juga merupakan permukiman skala besar yang jaraknya
berdekatan dengan kota induk (Jakarta), dengan akses dari Jakarta
menuju BSD yang mudah. Sehingga BSD city adalah sebuah kota
satelit yang menunjang Kota Jakarta, yang nantinya akan menjadi
sebuah kota baru mandiri.
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3.2Bukit Baruga, Antang, Makassar
Pengembang dari Perumahan Bukit Baruga adalah PT.
Baruga Asrinusa Development yang merupakan anak perusahaan
dari PT. Hadji Kalla (Kalla Group) yang saat ini telah memperluas
pembangunannya menjadi 300 hektare sampai dengan Kabupaten
Maros (Moncongloe) dengan konsep rumah alam tanpa pagar.
Bukit Baruga merupakan kawasan hunian eksklusif, dengan kurang
lebih 2500 unit rumah berbagai tipe, yang terbagi menjadi beberapa
cluster dan merupakan kawasan hunian terbesar di bagian timur
Kota Makassar.
Akses menuju Bukit Baruga adalah melalui Jalan Perintis
Kemerdekaan menuju Tello Baru kemudian melalui Jalan Inspeksi
Pam, dan juga Jalan Borong Raya menuju Jalan Antang Raya.
Selain itu, Bukit Baruga juga dekat dengan sarana pendidikan yaitu
Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Makassar, STIMIK
Dipanegara, Universitas Veteran Republik Indonesia, SDN Inpres
Tello, dan Sekolah Wahdah Islamiyah, SMA Negeri 12 Makassar,
SDN Inpres Antang, dan lain-lain. Untuk sarana perbelanjaan,
dekat dengan Makassar Town Square dan Mall Panakukang.
Konsep pembangunan Bukit Baruga adalah kota terpadu
yang direncanakan untuk menjadi sebuah kota mandiri dengan
dilengkapi berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial yang saat ini
telah terbangun dan dinikmati oleh masyarakat. Untuk pengadaan
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fasilitas umum, perbandingan untuk setiap cluster seluas 5 hektare,
adalah 60:40. Artinya setiap cluster seluas 5 hektare, 60% untuk
pembangunan perumahan, dan 40% untuk pengadaan fasilitas
umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah seperti saluran air
(drainase), ruang terbuka hijau, jalan umum, penerangan umum,
instalasi listrik, dan lain sebagainya.
Sedangkan untuk fasilitas sosial, tidak seperti Tanjung
Bunga yang menyediakan fasos pada setiap cluster, Bukit Baruga
menyediakan fasos untuk keseluruhan luas lahan perumahan Bukit
Baruga, bukan pada setiap cluster. Fasilitas sosial yang dimaksud
adalah lapangan olahraga, sarana pendidikan, sarana rekreasi dan
lain sebagainya.
Fasilitas umum dan fasilitas sosial dalam wilayah Bukit
Baruga saat ini sepenuhnya masih dikelola oleh pihak developer
dan belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, dengan
alasan pihak pengembang memiliki rasa tanggung jawab dan
kepedulian tinggi terhadap kepuasan penduduk Bukit Baruga,
sehingga masih ingin mengelola fasum dan fasosnya secara pribadi
dan baik. Selain itu, pihak pengembang juga memperhatikan
prospek kedepan untuk perkembangan Bukit Baruga, yaitu dengan
tersedianya fasum-fasos unggulan yang dimiliki, sehingga menarik
calon pembeli rumah untuk memilih Bukit Baruga sebagai hunian
yang diidamkan.
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Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Bukit Baruga
adalah sebagai berikut :
1. Fasilitas umum
a. Jalan raya baruga
b. Ruang terbuka hijau
c. Penerangan umum
d. Instalasi listrik











Berbeda dengan Tanjung Bunga, Bukit Baruga belum
memiliki mall dan pusat perbelanjaan didalam wilayahnya, rumah
sakit juga belum tersedia, hanya berupa klinik swadaya, namun
lokasi Bukit Baruga dekat dengan beberapa rumah sakit dan
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puskesmas. Dan memang lahan pengembangan Bukit Baruga lebih
kecil dibangingkan Tanjung Bunga.
Jika dihubungkan dengan kriteria kota mandiri, kota satelit,
dan kota penunjang, bukit baruga dapat dikategorikan sebagai
perumahan berskala besar dengan berbagai fasilitas pendukung





1. Penataan prasarana, sarana, dan utilitas di Tanjung Bunga
disediakan pada setiap cluster perumahan dan diluar cluster
perumahan. Penatagunaan tanah terkini sudah sesuai dengan
rencana dalam masterplan dan zonasi peruntukan lahan dalam
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
2. Prasarana, Sarana, dan Utilitas dalam Tanjung Bunga relatif
memadai untuk setiap warga Tanjung Bunga. Namun Tanjung
Bunga belum dapat dikategorikan sebagai kota mandiri karena
belum memenuhi indikator pencapaian kota mandiri.
B. Saran
1. Penataan sarana perlu lebih strategis sehingga dapat dijangkau
dengan mudah dan akses prasarana jalan perlu diperbaiki karena
sudah banyak jalanan menuju cluster perumahan yang rusak.
Pembangunan untuk pengadaan prasarana, sarana, dan utilitas
kedepannya harus tetap sesuai dengan rencana dalam masterplan
dan penatagunaan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Makassar.
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2. Untuk mewujudkan kota mandiri, sarana perlu lebih dilengkapi agar
warga tanjung bunga dapat memenuhi segala kebutuhannya
didalam wilayah tanjung bunga sehingga aspek kemandirian dan
keseimbangan dalam kota mandiri dapat terwujud.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
COLUPSIA Project, 2012. Buku Saku Pengetahuan Tentang Tata Ruang
(Bogor: CIRAD and Partners)
Hadi Sabari Yunus, 1999. Struktur Tata Ruang Kota. (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar)
Hatta Tampubulon, et al., 2013. Penerapan Kriteria Clear and Clean Dalam
Penyediaan Tanah Pada Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota
Terpadu Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulawesi Tengah: FPP,
HUMA, YMP, PATRI)
I Made Sandy, 1977. Penggunaan Tanah di Indonesia. (Jakarta: Direktorat
Tata Guna Tanah, Direktorat  Jenderal Agraria, Departemen Dalam
Negeri)
Irma Devita Purnamasari, 2010. Hukum Pertanahan (Jakarta: Mizan)
John Salindeho, 1988. Masalah Tanah Dalam Pembangunan, (Jakarta: Sinar
Grafika)
M. Arszandi Pratama, et al., 2015. Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata
Ruang (Yogyakarta: ANDI)
Mulyono Sadyohutomo, 2016. Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata
Ruang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
N.M Wahyu Kuncoro, 2015. 97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti (Jakarta:
Raih Asa Sukses)
Padmo Wahjono, 1978. Ikhtisar/Ringkasan Bahan-Bahan Kuliah (Jakarta:
Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
Paulus Hariyono, 2010. Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan
Paradigma (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Sitanala Arsyad dan Ernan Rustiadi, 2012. Penyelamatan Tanah, Air dan
Lingkungan (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982. Hukum Bangunan Perjanjian
Pemborongan Bangunan (Yokyakarta: Liberty)
Sumbangan Baja, 2012. Perencanaan Tata Guna Lahan dalam
Pengembangan Wilayah (Yogyakarta: ANDI)
Tim Penyusun Pedoman Umum Direktorat Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K,
DKP, 2004. Petunjuk Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan
Pesisir & Laut (Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan)
Yunus Wahid, 2014. Hukum Tata Ruang (Jakarta: Prenadamedia Group)
Undang-Undang :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002  Tentang
Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang
Penatagunaan Tanah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan
Permukiman di Daerah.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Makassar.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyediaan
dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman
Peraturan Walikota Makassar Nomor 97 Tahun 2015 Tata Cara Pembayaran
Uang Kompensasi, Verifikasi, Penyerahan, Pengawasan dan
Pengendalian Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri,
Perdagangan, Perumahan dan Permukiman.
Sumber lain :
Rifky Tamsir, 2012. “Tinjauan Yuridis Terhadap Fasilitas Sosial (Fasos) dan
Fasilitas Umum (Fasum) Pada Perumahan dan Kawasan Pemukiman
di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Sri Susyanti Nur, 2006. “Aspek Hukum Pelaksanaan Penataan Ruang Kota
Dalam Mewujudkan “Kota Mandiri” Tanjung Bunga (GTC) di Kota
Makassar” Penelitian Dosen Muda, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar
https://www.tanjungbunga.com/index.php/pt-gmtd-tbk diakses pada tanggal
16 November 2016, pukul 13:45 WITA.
https://debbyrahmi.wordpress.com/2012/12/28/bsd-sebagai-kota-baru-
mandiri/ diakses pada tanggal 30 Januari 2017, pukul 17:07 WITA.
https://id.wikipedia.org/wiki/Bumi_Serpong_Damai diakses pada tanggal 30
Januari 2017, pukul 18:18 WITA.
http://properti.kompas.com/read/2009/11/03/16522026/quotedu.townquot.di.b
sd.sgu.dan.prasetiya.mulya.beroperasi.2010 diakses pada tanggal 1
Februari pukul 10:11 WITA.


